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KATA PENGANTAR

Segala Puji Bagi Tuhan Yang Maha Esa, berkat Rahmat-Nya modul berjudul
Materi 6: Persiapan Pengadaan Barang/Jasa ini dapat diselesaikan. Terima kasih
kami sampaikan atas peran masukan dari berbagai pihak dan melalui pembahasan
yang intensif dengan para Widyaiswara lingkup Pusat Pendidikan dan Pelatihan
PBJ - LKPP

Penyusunan modul “Persiapan Pengadaan Barang/Jasa” untuk Pelatihan
PBJP Tingkat Dasar Versi 4 berdasarkan pada Surat Tugas Kepala Pusat
Pendidikan dan Pelatihan PBJ Nomor 8116/Pusdiklat/04/2021 tanggal 22 April 2021
tentang Tim Penyusun Program Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Versi 4.

Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta Pelatihan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar. Acuan yang dapat digunakan
para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pejabat Pembuat Komitmen
dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan persiapan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. Persiapan Pengadaan dalam modul ini dengan mengacu
pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan peraturan turunannya.

Modul ini disusun oleh Ir. Hardi Afriansyah, M.Si dan Tri Susanto, S.Hut, M.E.,
kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan
LKPP dan semua pihak yang memberikan sumbangsih masukan konstruktifnya.
Diharapkan modul ini dapat membantu para peserta pelatihan dalam memahami
pengertian dan tujuan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dalam
pengelolaannya lebih profesional. Modul ini diharapkan menjadi acuan bagi semua
pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut.

Masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk
kesempurnaan penulisan modul ini. Demikian modul ini dibuat semoga bermanfaat.

Jakarta, Agustus 2021
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Pengadaan Barang/Jasa

Hardi Afriansyah
NIP. 196904212002121001
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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

A. Petunjuk Bagi Peserta
Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal bagi peserta, maka modul
ini digunakan dengan langkah- langkah sebagai berikut:

1. Peserta membaca dan memahami dengan seksama uraian-uraian materi
dalam modul ini. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta dapat bertanya
pada Widyaiswara/Fasilitator/Narasumber yang mengampu kegiatan belajar.

2. Kerjakan setiap tugas formatif (soal latihan) yang ada dalam modul ini, untuk
mengetahui seberapa besar pemahaman yang telah dimiliki terhadap materi

yang akan dibahas dalam kegiatan belajar.

B. Petunjuk Bagi Widyaiswara/Fasilitator

Dalam setiap kegiatan belajar Widyaiswara/Fasilitator harus:

1. Membaca dan memahami isi modul ini.

2. Menyusun bahan ajar dan skenario pembelajaran untuk mata pelatihan dalam
modul ini.

3. Membantu peserta dalam merencanakan proses belajar.

4. Membimbing peserta melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam
tahap materi dalam modul.

5. Membantu peserta dalam memahami konsep, praktik dan menjawab
pertanyaan peserta me-ngenai proses belajar

6. Membantu peserta untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain
yang diperlu-kan untuk belajar.

7. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan.
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Versi 4, 2021



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, baik yang dilakukan melalui
Swakelola atau Penyedia Barang/Jasa, memiliki tujuan mendapat nilai
manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dari pengadaan
barang/jasa tersebut. Value for money merupakan indikator dependen yang
dapat terwujud jika didukung dengan persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang
baik sesuai dengan paket pengadaan yang dibutuhkan oleh Pengguna
Barang/Jasa.

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan suatu proses rangkaian
yang dimulai dari identifikasi kebutuhan pengadaan barang/jasa sampai dengan
penerimaan hasil pekerjaan. ldentifikasi kebutuhan merupakan titik awal dari
proses perencanaan pengadaan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh PA/KPA dan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ketika proses perencanaan ini telah
diumumkan sebagai Rencana Umum Pengadaan, maka selanjutnya seorang
PPK melaksanakan proses persiapan pengadaan. Persiapan pengadaan ini,
baik untuk pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan persiapan untuk
pemilihan penyedia. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa oleh PPK dilakukan
setelah Pengumuman RUP dan sebelum proses pemilihan baik melalui
tender/seleksi/penunjukan langsung/pengadaan langsung. Persiapan
pengadaan melalui Penyedia oleh PPK seperti penetapan HPS dilakukan 28
hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan
pascakualifikasi atau sebelum batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi
untuk pemilihan dengan prakualifikasi. Output dari kegiatan persiapan
pengadaan oleh PPK ini adalah Dokumen Persiapan Pengadaan.

Dokumen persiapan pengadaan ini selanjutnya disampaikan kepada
Pejabat Pengadaan atau UKPBJ. Sebelum melaksanakan pemilihan, dokumen
persiapan ini selanjutnya akan direviu oleh Pejabat Pengadaan atau Pokja
Pemilihan. Pelaksanaan ini merupakan bagian dari proses persiapan untuk

pemilihan penyedia dalam pengadaan barang/jasa.

Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Materi 6: Persiapan PBJ | 1
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Persiapan pengadaan dan persiapan pemilihan penyedia menjadi titik
penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya mendapatkan barang/jasa
yang dibutuhkan oleh pengguna dalam menunjang keberhasilan pencapaian
program dan kegiatan. Oleh karena itu, tahapan ini menjadi materi khusus
dalam pendidikan dan pelatihan pengadaan barang/jasa tingkat dasar. Dengan
pemahaman yang benar terkait dengan persiapan, baik oleh PPK atau Pejabat
Pengadaan/Pokja Pemilihan, maka para pelaku pengadaan ini dapat bekerja
secara efektif dengan menggunakan sumber daya yang tersedia, akhirnya
value for money sebagai salah satu tujuan pengadaan dapat dicapai.

Modul ini akan berfokus pada pelaksanaan persiapan pengadaan, yaitu
persiapan pengadaan melalui swakelola atau persipan pengadaan melalui
penyedia. Persiapan ini meliputi persiapan pengadaan oleh PPK dan persiapan
pemilihan oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan. Penjelasan detil tercantum
pada materi pokok bagian 1.4.

Pada bagian akhir Modul Pembelajaran ini, tersedia:

1. Daftar referensi yang berisikan rujukan literatur terkait;
2. Glosarium yang berisikan istilah yang digunakan dalam Buku Informasi
ini; dan

3. Index untuk memudahkan pencarian topik tertentu.

B. Deskripsi Singkat
Mata pelatihan ini dimaksudkan agar peserta pelatihan mampu
menjelaskan gambaran umum tentang persiapan pengadaan barang/jasa.
Materi yang dibahas meliputi;
1. Persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola. Dalam materi ini
terdapat sub pokok bahasan:
a. Penetapan sasaran;
b. Penetapan penyelenggara swakelola;
c. Spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
d. RAB;
e. Kontrak swakelola.

Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Materi 6: Persiapan PBJ | 2
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2. Persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia. Dalam materi ini

terdapat sub pokok bahasan:

a. Penetapan spesifikasi/KAK;

b. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

c. Penetapan rancangan kontrak termasuk uang muka dan jaminan.

3. Persiapan Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa oleh Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan. Dalam materi ini terdapat sub pokok
bahasan:

a. Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan;

b. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa,

c. Penetapan Metode Evaluasi Dokumen Penawaran Barang/Jasa;

d. Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Penyedia

Barang/Jasa;

®

Penetapan Metode Kualifikasi;
f. Penetapan Jadwal Pemilihan;
g. Penyusunan Dokumen Pemilihan yang meliputi Dokumen Kualifikasi
dan Dokumen Tender/Dokumen Seleksi/Dokumen Penunjukan

Langsung.

C. Tujuan Pembelajaran
1. Kompetensi Dasar
Setelah mempelajari buku informasi ini peserta pelatihan diharapkan
mampu memahami persiapan Pengadaan Barang/Jasa baik melalui

swakelola dan penyedia.

2. Indikator Keberhasilan
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:
a. Menjelaskan Persiapan Swakelola,

b. Menjelaskan Persiapan Pengadaan melalui Penyedia.
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D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok
Pada Modul Pembelajaran ini, peserta akan mempelajari persiapan

Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :

1. Persiapan Pengadaan melalui Swakelola
Sub Materi:

a. Persiapan Pengadaan melalui Swakelola Tipe |
b.
c
d

Persiapan Pengadaan melalui Swakelola Tipe Il

Persiapan Pengadaan melalui Swakelola Tipe 1l

. Persiapan Pengadaan melalui Swakelola Tipe IV

2. Persiapan Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa oleh PPK
Sub Materi:

a.
b.
C.

Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK

Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Penentuan Jenis Kontrak termasuk di dalamnya Penentuan Uang
Muka, Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan
Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pemeliharaan, Sertifikat

Garansi, dan Penyesuaian Harga.

3. Persiapan Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa oleh Pokja

Pemilihan/Pejabat Pengadaan

Sub Materi:

a. Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan

b. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

c. Penetapan Metode Evaluasi Dokumen Penawaran Barang/Jasa

d. Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Penyedia
Barang/Jasa

e. Penetapan Metode Kualifikasi

f. Pentapan Jadwal Pemilihan

g. Penyusunan Dokumen Pemilihan yang meliputi Dokumen Kualifikasi
dan Dokumen Tender/Dokumen Seleksi/Dokumen Penunjukan
Langsung
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BAB I
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI
SWAKELOLA

Indikator keberhasilan: setelah mengikuti pembelajaran, peserta dapat
menjelaskan persiapan PBJP melalui Swakelola

A. Uraian Materi
Proses perencanaan pengadaan melalui swakelola, yang telah dibahas
pada modul materi 5, kegiatan perencanaan ini menghasilkan 3 (tiga) output,
yaitu:
1. Penetapan tipe swakelola;
2. Spesifikasi teknis/KAK;

3. Rencana Anggaran dan Biaya.

Pada saat penetapan tipe swakelola, maka pengguna jasa telah
mengetahui pihak yang akan diajak kerja sama, baik institusi sendiri, institusi
lain, organisasi masyarakat sipil atau kelompok masyarakat. Pada Bab Il ini,
modul pembelajaran akan membahas persiapan pengadaan barang/jasa
melalui swakelola. Para Pelaku Pengadaan dan pihak yang terlibat dalam
proses persiapan ini adalah:

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
Pejabat Pembuat Komitmen;
Penyelenggara Swakelola yaitu Tim Persiapan Swakelola;
Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan;

Pimpinan Kelompok Masyarakat; dan/atau

o gk W

Pihak lain sebagai tim pendukung.

Kegiatan yang dilakukan ketika proses persiapan pengadaan melalui
swakelola ini dibedakan berdasar tipe swakelola yang dipilih. Elaborasi

penjelasan disampaikan sebagai berikut:
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Mengacu pada ketentuan Pasal 23 dan 24 Peraturan Presiden Nomor 16

Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, persiapan

pengadaan melalui swakelola meliputi kegiatan sebagai berikut:

1.

Penetapan Penyelenggara Swakelola;

2. Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK;
3.
4

. Finalisasi dan Tanda Tangan Kontrak Kerja sama.

Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya,

Masing-masing tipe swakelola memiliki kekhususan dalam pelaksanaan

persiapan ini. Secara detail kegiatan sebagaimana huruf a sampai dengan

huruf di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persiapan Pengadaan Melalui Swakelola Tipe |

PPK mengoordinasikan persiapan Swakelola tipe | setelah penetapan

DIPA/DPA dengan memperhatikan penetapan sasaran yang ditetapkan oleh

PA/KPA. Secara sederhana, pelaksanaan persiapan swakelola tipe | dapat

digambarkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kegiatan Persiapan Pengadaan Melalui Swakelola Tipe |

No. Kegiatan PEITE [PIITEL
Penyusun Penetapan

1. | Penetapan Penyelenggara Swakelola | PPK PA/KPA

2. | Rencana kegiatan Tim Persiapan | PPK

3. | Jadwal pelaksanaan Tim Persiapan | PPK

4. | Reviu spesifikasi teknis/KAK Tim Persiapan | PPK

5. | Reviu RAB Tim Persiapan | PPK

a.

Penyelenggara Swakelola
PA/KPA menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim

Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas Swakelola atas usulan dari

PPK.

1) Tim Persiapan terdiri dari pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat

Daerah penanggung jawab anggaran. Tim Persiapan dapat merangkap
sebagai Tim Pelaksana. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun

rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
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2) Tim Pelaksana terdiri dari pegawai Kementerian/ Lembaga/Perangkat
Daerah penanggung  jawab anggaran dan/atau pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain. Untuk kegiatan tertentu
yang membutuhkan banyak tenaga dilapangan seperti kegiatan
pengumpulan data oleh enumerator, maka Tim Pelaksana dapat dibantu
olen tenaga pendukung lapangan. Tim Pelaksana memiliki tugas
melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala
kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

3) Tim Pengawas terdiri dari pegawai Kementerian/ Lembaga/Perangkat
Daerah penanggung jawab anggaran. Tim Persiapan memiliki tugas
mengawasi persiapan, pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola

dan penyerahan hasil pekerjaan.

Penyelenggara Swakelola dapat dibantu oleh tenaga ahli/tenaga
teknis/narasumber. Tenaga ahli dalam pelaksanaan Swakelola Tipe | tidak
boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.
Penyelenggara Swakelola Tipe | memiliki sumber daya yang cukup dan
kemampuan teknis untuk melaksanakan Swakelola.

Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas dapat
berasal/ditambahkan dari unsur Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sesuai
dengan kompetensi teknis pekerjaan yang diswakelolakan.

Swakelola Tipe | dapat dilaksanakan oleh:

1) Badan Layanan Umum (BLU) yang merupakan bagian dari
Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran sebagai instansi
induk;

2) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan bagian dari
Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk;

3) Perguruan  Tinggi Negeri  yang merupakan bagian dari

Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran.
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b. Rencana Kegiatan
Pada bagian huruf a dijelaskan tentang tugas Tim Persiapan. Secara detil
pada proses penyusunan rencana kegiatan swakelola, Tim Persiapan
Swakelola Tipe | melakukan tugas:
1) Menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan
kegiatan;
2) Menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown structure)

yang akan dilaksanakan.

c. Jadwal Pelaksanaan
Pada bagian huruf a dijelaskan tentang tugas Tim Persiapan. Secara detil
pada proses penyusunan jadwal pelaksanaan, Tim Persiapan merinci jadwal
pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output dengan ketentuan:
1) Menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan
swakelola; dan/atau
2) Menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan kebutuhan

dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan.

d. Reviu Spesifikasi Teknis/KAK
Pada bagian huruf a dijelaskan tentang tugas Tim Persiapan. Secara detil
pada proses pelaksanaan reviu spesifikasi teknis/KAK. Tim Persiapan
melakukan reviu atas spesifikasi teknis/KAK yaitu menyesuaikan spesifikasi
teknis/KAK hasil Perencanaan Swakelola dengan kondisi terkini di lapangan

dan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA.

e. Reviu RAB
Pada bagian huruf a dijelaskan tentang tugas Tim Persiapan. Secara detil
pada proses pelaksanaan reviu RAB, Tim Persiapan melaksanakan kegiatan
tersebut meliputi:

1) Menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:
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a) Gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang,
tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara
Swakelola;

b) Biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila
diperlukan);

c) Biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);

d) Biaya Jasa Konsultansi (apabila diperlukan); dan/atau

e) Biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,
komunikasi, laporan.

Dalam hal Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana

Swakelola telah mempunyai standar biaya yang telah ditetapkan sebagai

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maka penyusunan RAB

berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dalam PNBP tersebut.

2) Menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan
dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang
telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;

3) Menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan;

4) menghitung penyediaan kebutuhan tenaga ahli, peralatan dan
bahan/material yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia;
dan/atau

5) Menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa
melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah, yang
meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan spesifikasi teknis/KAK.

Dalam hal terdapat Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dalam
Swakelola Tipe I, maka dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan
Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selanjutnya PPK
menetapkan spesifikasi teknis’/KAK dan RAB yang telah direviu oleh Tim

Persiapan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Swakelola.
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2. Persiapan Pengadaan Melalui Swakelola Tipe Il

PPK melakukan koordinasi persiapan Swakelola tipe |1l setelah

penetapan DIPA/DPA dengan memperhatikan penetapan sasaran yang

ditetapkan oleh PA/KPA. Secara sederhana, pelaksanaan persiapan swakelola

tipe 1l dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kegiatan Persiapan Pengadaan Melalui Swakelola Tipe |l

, Para Pihak
No Kegiatan
Penyusun Penetapan
1. | Penyelenggara swakelola:
- Tim Persiapan dan Tim PPK penanggung | PA/KPA
Pengawas jawab anggaran | penanggung
jawab anggaran
- Tim Pelaksana K/L/PD lain | K/L/PD lain
Pelaksana Pelaksana
Swakelola Swakelola
2. | Rencana kegiatan Tim Persiapan PPK
3. | Jadwal pelaksanaan Tim Persiapan PPK
4. | Reviu Spesifikasi teknis/KAK Tim Persiapan PPK
5. | Reviu RAB Tim Persiapan PPK
6. | Finalisasi dan Penandatanganan PPK dan Ketua Tim Pelaksana
Kontrak Swakelola

1. Penyelenggara Swakelola
Swakelola Tipe Il dapat dilaksanakan oleh:

1) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan
fungsi yang sesuai dengan pekerjaan Swakelola yang akan
dilaksanakan;

2) UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai
Agen Pengadaan untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

3) Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain; atau

4) Perguruan Tinggi Negeri Kementerian/Lembaga lain.
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Penyelenggara Swakelola Tipe Il memiliki sumber daya yang cukup dan
kemampuan teknis untuk menyediakan barang/jasa yang diswakelolakan.

PA/KPA menyampaikan permintaan kesediaan kepada pejabat
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain yang mempunyai tugas dan
fungsi yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang akan diswakelolakan. Dalam
hal Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain bersedia maka PA/KPA
melakukan kesepakatan kerja sama dengan pejabat
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain sebagai pelaksana swakelola.
Pejabat Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain yang dimaksud memiliki
kesetaraan jabatan yang sama dengan PA/KPA atau 1 (satu) tingkat lebih
rendah. Selanjuthnya PPK penanggung jawab anggaran meminta
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah calon pelaksana swakelola untuk
mengajukan proposal dan RAB.

PA/KPA penanggung jawab anggaran menetapkan Penyelenggara
Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola atas
usulan dari PPK. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah calon pelaksana
swakelola menetapkan Tim Pelaksana Swakelola.

Penyelenggara Swakelola pada Swakelola Tipe Il adalah sebagai berikut:

1) Tim Persiapan terdiri dari pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat
Daerah penanggung jawab anggaran dan dapat merangkap sebagai Tim
Pengawas.

2) Tim Pelaksana terdiri dari pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat
Daerah lain pelaksana swakelola. Untuk kegiatan tertentu yang
membutuhkan tenaga ahli tertentu di luar dari tenaga ahli yang dimiliki
oleh pelaksana Swakelola atau membutuhkan banyak tenaga di
lapangan seperti kegiatan pengumpulan data oleh enumerator, selain
pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah pelaksana
Swakelola, maka Tim Pelaksana dapat dibantu oleh tenaga
ahli/pendukung lapangan. Dalam hal dibantu oleh tenaga ahli yang
berasal dari luar pelaksana Swakelola, jumlah tenaga ahli paling banyak
10% (sepuluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana atau sekurang-
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kurangnya berjumlah 1 (satu) orang. Tenaga ahli/pendukung lapangan
termasuk dalam bagian Kontrak Swakelola.
3) Tim Pengawas terdiri dari pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat

Daerah penanggung jawab anggaran.

2. Rencana Kegiatan

Tim Persiapan Swakelola Tipe Il melakukan tugas:
1) Menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan
2) Menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown structure)

yang akan dilaksanakan.

3. Jadwal Pelaksanaan
Tim Persiapan merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output
dengan ketentuan:
1) Menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan
swakelola; dan/atau
2) Menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan kebutuhan
dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan.

4. Reviu Spesifikasi Teknis/KAK
Tim Persiapan melakukan reviu atas proposal dari Pelaksana Swakelola
yaitu menyesuaikan target/sasaran pada KAK perencanaan Swakelola dengan
anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA.

5. Reviu RAB
Langkah-langkah pelaksanaan Reviu RAB pada persiapan Swakelola
Tipe Il adalah sebagai berikut:
1) Tim Pelaksana mengajukan RAB swakelola kepada PPK. Kegiatan
tersebut meliputi:

a) Menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:
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(1) gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang,
tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara
Swakelola;

(2) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila
diperlukan);

(3) biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);dan/atau

(4) biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,

komunikasi, laporan.

b) Menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya
bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu
Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;

c) Menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan;

d) Menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan yang dilaksanakan dengan
pengadaan melalui penyedia; dan/atau

e) Menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan
Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan kontrak
terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan spesifikasi
teknis/KAK.

2) PPK melakukan reviu atas usulan proposal dan RAB
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lainnya terhadap DIPA/DPA
penanggung jawab anggaran.

Reviu Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdiri dari :

a) Biaya personil seperti gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor,
kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim
Penyelenggara Swakelola;

b) Biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila
diperlukan);

c) Biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);dan/atau

d) Biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,

komunikasi, laporan.
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Data/informasi biaya personil dan biaya lainnya yang digunakan
dalam penyelenggaraan swakelola tipe Il dapat menggunakan standar
biaya masukan yang dikeluarkan oleh Kementerian bidang yang
mengatur keuangan atau keputusan kepala daerah.

Dalam hal Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana
Swakelola telah mempunyai standar biaya yang telah ditetapkan sebagai
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maka penyusunan RAB
berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dalam penetapan PNBP tersebut.

3) Apabila dalam pelaksanaan Swakelola Tipe Il terdapat kebutuhan

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka:

a) Untuk  Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah Pelaksana
Swakelola yang menerapkan tarif berdasarkan PNBP, maka semua
kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa sudah dimasukan dalam Kontrak
Swakelola; atau

b) Untuk  Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah Pelaksana
Swakelola yang belum/tidak menerapkan tarif berdasarkan PNBP,
maka kebutuhan pengadaan barang/jasa dapat:

(1) dimasukkan kedalam Kontrak Swakelola; atau

(2) dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak mampu/tidak
efektif dan/atau tidak efisien untuk melaksanakan pengadaan
bahan/material/jasa lainnya pendukung yang dibutuhkan dalam
melaksanakan Swakelola, maka pengadaan bahan/material/jasa
lainnya pendukung dilakukan melalui penyedia dengan kontrak
terpisah oleh PPK.

6. Kontrak Swakelola

Tim Persiapan dan Tim Pelaksana menyusun Rancangan Kontrak
Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan dengan
anggaran yang disetujui dalam DIPA/DPA, PPK dibantu oleh tim
persiapan melakukan negosiasi teknis dan harga dengan Tim Pelaksana
Swakelola. PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK dan RAB setelah
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negosiasi dengan Tim Pelaksana mencapai kesepakatan. Hasil negosiasi
dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi dan menjadi dasar
penyusunan Kontrak Swakelola;

2) PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan Tim Pelaksana
Swakelola. Kontrak Swakelola paling kurang berisi:
a) Para pihak;
b) Barang/Jasa yang akan dihasilkan;
c) Nilai yang diswakelolakan sudah termasuk seluruh kebutuhan

Barang/Jasa pendukung Swakelola;

d) Jangka waktu pelaksanaan; dan

e) Hak dan kewajiban para pihak.

Dalam hal rancangan Kontrak Swakelola Tipe Il termasuk Pengadaan
Barang/Jasa melalui Penyedia maka:

1) Untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola
maka pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dengan
berpedoman pada prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa; atau

2) Untuk BLU/BLUD Pelaksana Swakelola, maka proses pengadaan
barang/jasa menggunakan ketentuan pengadaan barang/jasa di
BLU/BLUD.

3. Persiapan Pengadaan Melalui Swakelola Tipe Il

PPK melakukan koordinasi persiapan Swakelola tipe Il setelah
penetapan DIPA/DPA dengan memperhatikan penetapan sasaran yang
ditetapkan oleh PA/KPA. Secara sederhana, pelaksanaan persiapan swakelola

tipe | dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut:
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Tabel 2.3 Kegiatan Persiapan Pengadaan Melalui Swakelola Tipe Il

Para Pihak

No Kegiatan Penyusun Penetapan

1. | Penyelenggara swakelola:
- Tim Persiapan dan PPK penanggung | PA/KPA penanggung

Tim Pengawas jawab anggaran | jawab anggaran
- Tim Pelaksana Ormas Pimpinan calon
pelaksana Swakelola
2. | Rencana kegiatan Tim Persiapan PPK
3. | Jadwal pelaksanaan Tim Persiapan PPK
4. | Reviu Spesifikasi teknis/KAK Tim Persiapan PPK
5. | Reviu RAB Tim Persiapan PPK
6. | Finalisasi dan .
Penandatanganan Kontrak PPK dan Pimpinan calon pelaksana
Swakelola
Swakelola
a. Penyelenggara Swakelola
Swakelola Tipe Ill dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya

Masyarakat/Organisasi Masyarakat Sipil. Swakelola Tipe Il juga dapat
dilaksanakan oleh:
1) Perguruan Tinggi Swasta; atau

2) Organisasi profesi

Persyaratan Penyelenggara Swakelola Tipe 1l yaitu:

1) berbadan hukum Yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang telah
mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang
membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Dalam hal Perguruan Tinggi Swasta
dapat berbentuk badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

2) Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil
Konfirmasi Status Wajib Pajak;

3) memiliki struktur organisasi/pengurus;

4) memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);

5) Mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan Barang/Jasa

yang diadakan, sesuai dengan AD/ART dan/atau dokumen pengesahan;
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6) Mempunyai Personel tetap dengan keilmuan dan pengalaman teknis
menyediakan  atau  mengerjakan  barang/jasa  sejenis  yang
diswakelolakan. Untuk personel yang ditugaskan sebagai calon Ketua
Tim Pelaksana wajib memiliki kemampuan manajerial;

7) Mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap dan
jelas berupa milik sendiri atau sewa; dan

8) Dalam hal calon pelaksana Swakelola akan melakukan kemitraan, harus
mempunyai perjanjian kerja sama kemitraan yang memuat tanggung

jawab masing-masing yang mewakili kemitraan tersebut.

PPK melakukan survei sebelum menyampaikan kesediaan kepada calon
pelaksana Swakelola. Apabila hanya ada 1 (satu) calon pelaksana Swakelola
yang dinilai mampu, PA/KPA melalui PPK menyampaikan permintaan
kesediaan kepada calon pelaksana Swakelola untuk melaksanakan Swakelola.
Dalam hal calon pelaksana Swakelola bersedia, maka PA/KPA melakukan
penetapan calon pelaksana Swakelola sebagai pelaksana Swakelola.
selanjutnya PPK penanggung jawab anggaran meminta pelaksana Swakelola
untuk mengajukan proposal dan RAB.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon pelaksana Swakelola yang
dinilai mampu untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola
Tipe lll, PPK dapat melakukan proses pemilihan melalui mekanisme pemilihan
calon pelaksana Swakelola. Pada mekanisme pemilihan calon pelaksana
Swakelola, calon pelaksana Swakelola yang berminat menjadi pelaksana
swakelola tipe 11l mengajukan portofolio dan proposal kepada PPK.

PPK dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) calon pelaksana Swakelola.
Dalam hal menetapkan lebih dari 1 calon pelaksana Swakelola maka PPK
dapat melakukan dengan cara negosiasi teknis dan biaya. Negosiasi teknis dan
biaya bertujuan untuk mendapatkan 1 (satu) harga dan teknis terbaik yang
sama untuk seluruh calon pelaksana Swakelola, kecuali untuk komponen biaya
yang bersifat sesuai pengeluaran (at cost).

Dalam hal calon pelaksana Swakelola tipe III telah terpilih melalui

mekanisme pemilihan calon pelaksana Swakelola, maka PA/KPA melakukan
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penetapan calon pelaksana Swakelola sebagai pelaksana swakelola,
selanjutnya PPK meminta pelaksana Swakelola untuk mengajukan RAB.

PA/KPA menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim
Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola atas usulan dari PPK.

Tim Persiapan terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah penanggung jawab anggaran dan dapat merangkap sebagai Tim
Pengawas.

Tim Pelaksana terdiri dari anggota Ormas/Organisasi Profesi atau
pegawai Perguruan Tinggi Swasta. Untuk kegiatan tertentu yang membutuhkan
tenaga ahli tertentu di luar dari tenaga ahli yang dimiliki oleh pelaksana
Swakelola atau membutuhkan banyak tenaga di lapangan seperti kegiatan
pengumpulan data oleh enumerator, selain anggota Ormas/Organisasi Profesi
atau pegawai Perguruan Tinggi Swasta, maka Tim Pelaksana dapat dibantu
oleh tenaga ahli/pendukung lapangan. Dalam hal dibantu oleh tenaga ahli yang
berasal dari luar pelaksana Swakelola, jumlah tenaga ahli paling banyak 10%
(sepuluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana atau sekurang-kurangnya
berjumlah 1 (satu) orang. Tenaga ahli/pendukung lapangan termasuk dalam
bagian Kontrak Swakelola.

Tim Pengawas terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat

Daerah penanggung jawab anggaran.

b. Rencana Kegiatan
Tim Persiapan swakelola Tipe Ill melakukan tugas:

1) Menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan
kegiatan;

2) Menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown structure)

yang akan dilaksanakan.

c. Jadwal Pelaksanaan
Tim Persiapan merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output
dengan ketentuan:
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1) Menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan
swakelola; dan/atau
2) Menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan kebutuhan

dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan.

d. Reviu Spesifikasi Teknis/KAK
Tim Persiapan melakukan reviu atas KAK yaitu menyesuaikan KAK

perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA.

e. Reviu RAB
Langkah-langkah pelaksanaan Reviu RAB pada persiapan Swakelola
Tipe Il adalah sebagai berikut:
1) Tim Pelaksana mengajukan RAB swakelola kepada PPK. Kegiatan
tersebut meliputi:
a) Menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:

(1) Gaji personel, upah petugas lapangan (koordinator lapangan,
petugas lapangan, dan lain-lain), honor narasumber dan honor
tim Penyelenggara Swakelola;

(2) Biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila
diperlukan);

(3) Biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);dan/atau

(4) Biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,
komunikasi, laporan

Data/informasi yang dapat digunakan dalam menentukan besaran

biaya personel antara lain:

1) Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi
oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; atau

2) Gaji personel dari kontrak yang pernah atau sedang
dilaksanakan

b) Menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya
bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu

Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
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c) Menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan;

d) Menghitung  penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan yang dilaksanakan dengan
pengadaan melalui penyedia; dan/atau

e) Menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan
Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan kontrak
terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan spesifikasi
teknis/KAK

2) Selanjutnya PPK melakukan reviu atas usulan proposal dan RAB. Reviu
Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdiri dari :

a) Gaji personel, upah petugas lapangan (koordinator lapangan,
petugas lapangan, dan lain-lain), honor narasumber dan honor tim
Penyelenggara Swakelola;

b) Biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila
diperlukan);

c) Biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);dan/atau

d) Biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,
komunikasi, laporan.

3) Apabila dalam pelaksanaan Swakelola Tipe Ill terdapat kebutuhan
Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka kebutuhan pengadaan
barang/jasa dapat:

a) dimasukkan kedalam Kontrak Swakelola; atau

b) dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak mampu/tidak
efektif dan/atau tidak efisien untuk melaksanakan pengadaan
bahan/material/jasa lainnya pendukung yang dibutuhkan dalam
melaksanakan Swakelola, maka pengadaan bahan/material/jasa
lainnya pendukung dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK.

f. Kontrak Swakelola
Tim Persiapan dan Tim Pelaksana menyusun Rancangan Kontrak

Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut:
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1) Dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan dengan
anggaran yang disetujui dalam DIPA/DPA, PPK dibantu oleh Tim
Persiapan melakukan negosiasi teknis dan harga dengan Tim Pelaksana
Swakelola. PPK menetapkan spesifikasi teknis/lKAK dan RAB setelah
negosiasi dengan Tim Pelaksana mencapai kesepakatan. Hasil negosiasi
dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi dan menjadi dasar
penyusunan Kontrak Swakelola;

2) PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan pimpinan pelaksana
Swakelola. Kontrak Swakelola paling kurang berisi:

a) Para pihak;

b) Barang/Jasa yang akan dihasilkan;

c) Nilai yang diswakelolakan sudah termasuk seluruh kebutuhan
Barang/Jasa pendukung Swakelola;

d) Jangka waktu pelaksanaan; dan

e) Hak dan kewajiban para pihak.

Dalam hal rancangan Kontrak Swakelola Tipe lll termasuk Pengadaan
Barang/Jasa melalui Penyedia maka dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dengan

berpedoman pada prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa.

4. Persiapan Pengadaan Melalui Swakelola Tipe IV

PPK melakukan koordinasi persiapan Swakelola tipe IV setelah
penetapan DIPA/DPA dengan memperhatikan penetapan sasaran yang
ditetapkan oleh PA/KPA. Secara sederhana, pelaksanaan persiapan swakelola

tipe IV dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut:
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Tabel 2.4 Kegiatan Persiapan Pengadaan Melalui Swakelola Tipe IV

No Kedgiatan Para Pihak
g Penyusun Penetapan
1. | Penyelenggara swakelola: Pimpinan
Tim Persiapan, Tim Pelaksana I\K/Iillgrgr)gll((at Kelompok
dan Tim Pengawas y Masyarakat
2. | Rencana kegiatan Tim Persiapan PPK
3. | Jadwal pelaksanaan Tim Persiapan PPK
4. | Reviu Spesifikasi teknis/KAK Tim Persiapan PPK
5. | Reviu RAB Tim Persiapan PPK
6. | Finalisasi dan PPK dan Pimpinan Kelompok
Penandatanganan Kontrak
Masyarakat Pelaksana Swakelola
Swakelola

a. Penyelenggara Swakelola

Persyaratan Penyelenggara Swakelola Tipe IV yaitu: Surat Pengukuhan
yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang memuat:

1) Memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat
pelaksanaan kegiatan; dan

2) Memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa
sejenis yang diswakelolakan

PA/KPA melalui PPK menyampaikan undangan kepada Kelompok
Masyarakat di lokasi pelaksanaan pekerjaan swakelola. Jika Kelompok
Masyarakat tersebut bersedia untuk melaksanakan pekerjaan swakelola, maka
penanggung jawab Kelompok Masyarakat menyampaikan surat pernyataan
kesediaan sebagai pelaksana swakelola. Selanjutnya PA/KPA melakukan
penetapan Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana swakelola.

Dalam hal pengadaan barang/jasa melalui Swakelola merupakan usulan
dari Kelompok Masyarakat, maka PA/KPA menetapkan Kelompok Masyarakat
sebagai calon pelaksana swakelola.

Setelah Kelompok Masyarakat ditetapkan, Selanjutnya PPK meminta
Kelompok Masyarakat calon pelaksana Swakelola untuk mengajukan proposal
dan RAB.

Pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan Penyelenggara Swakelola

yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola.
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Penyelenggara Swakelola Tipe IV terdiri dari pengurus/anggota Kelompok
Masyarakat pelaksana swakelola.

PPK menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran
untuk melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola.
Dalam hal pendampingan/asistensi penyelenggaraan Swakelola dibutuhkan
tenaga ahli, PPK dapat melakukan perikatan/Kontrak yang terpisah dari Kontrak

Swakelola tipe IV.

b. Rencana Kegiatan
Tim Persiapan Swakelola Tipe IV dapat dibantu oleh pegawai dari
instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber yang
ditugaskan oleh PPK untuk melakukan tugas:
1) Menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan
kegiatan;
2) Menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown structure)

yang akan dilaksanakan.

c. Jadwal Pelaksanaan
Tim Persiapan merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output
dengan ketentuan:
1) menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan
swakelola; dan/atau
2) menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan kebutuhan

dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan.

d. Reviu Spesifikasi Teknis/KAK
Pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga
ahli/teknis/narasumber yang ditugaskan oleh PPK untuk melakukan
pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola melakukan reviu atas
KAK yaitu menyesuaikan KAK perencanaan Swakelola dengan anggaran yang
tercantum dalam DIPA/DPA.
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e. Reviu RAB
Langkah-langkah pelaksanaan Reviu RAB pada persiapan Swakelola
Tipe Il adalah sebagai berikut:
1) Tim Pelaksana mengajukan RAB swakelola kepada PPK. Kegiatan
tersebut meliputi:
a) Menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:

(1) Gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang,
tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara
Swakelola;

(2) Biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila
diperlukan); dan/atau

(3) Biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,
komunikasi, laporan

b) Menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya
bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu

Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;

C) menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan;
dan/atau
d) menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan yang dilaksanakan dengan
pengadaan melalui penyedia
2) Pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga
ahli/teknis/narasumber yang ditugaskan oleh PPK untuk melakukan
pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola melakukan reviu
RAB yang disusun oleh Tim Persiapan yang berasal dari Kelompok
Masyarakat sebelum diserahkan kepada PPK.
3) PPK melakukan reviu atas usulan proposal dan RAB. Reviu Rencana
Anggaran Biaya (RAB) terdiri dari:
a) Gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang,
tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara

Swakelola;
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b) Biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila
diperlukan);

c) Biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);dan/atau

d) Biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,

komunikasi, laporan.

Apabila dalam pelaksanaan Swakelola Tipe IV terdapat kebutuhan
Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka kebutuhan pengadaan
barang/jasa dapat:

1) Dimasukkan kedalam Kontrak Swakelola; atau

2) Dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak mampu untuk
melaksanakan pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung yang
dibutuhkan dalam melaksanakan Swakelola, maka pengadaan
bahan/material/jasa lainnya pendukung dilakukan melalui kontrak
terpisah oleh PPK. dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan

Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan kontrak

terpisah, yang meliputii HPS, rancangan kontrak, dan spesifikasi

teknis/KAK disiapkan oleh pegawai dari instansi penanggung jawab
anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber yang ditugaskan oleh PPK
untuk melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara

Swakelola.

f. Kontrak Swakelola
PPK menyusun rancangan Kontrak Swakelola dengan ketentuan

sebagai berikut:

1) Dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan dengan
anggaran yang disetujui dalam DIPA/DPA, PPK melakukan negosiasi
teknis dan harga dengan Tim Pelaksana Swakelola. PPK menetapkan
spesifikasi teknis/KAK dan RAB setelah negosiasi dengan Tim Pelaksana
mencapai kesepakatan. Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara

hasil negosiasi dan menjadi dasar penyusunan Kontrak Swakelola;
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2) PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan pimpinan Kelompok

Masyarakat pelaksana swakelola. Kontrak Swakelola paling kurang

berisi:

a) Para pihak;

b) Barang/Jasa yang akan dihasilkan;

c) Nilai yang diswakelolakan sudah termasuk seluruh kebutuhan

Barang/Jasa pendukung Swakelola;

d) Jangka waktu pelaksanaan; dan

e) Hak dan kewajiban para pihak.

Dalam hal rancangan Kontrak Swakelola Tipe IV termasuk Pengadaan

Barang/Jasa melalui Penyedia maka dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dengan

berpedoman pada prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa.

B.

Latihan

Untuk lebih memahami materi persiapan swakelola ini, tugas anda adalah

menyebutkan apa saja kegiatan persiapan swakelola untuk masing-masing tipe

swakelola!
C. Rangkuman
1. Persiapan swakelola tipe |
No. Kegiatan Para Pihak
Penyusun Penetapan
1. | Penetapan Penyelenggara Swakelola | PPK PA/KPA
2. | Rencana kegiatan Tim Persiapan | PPK
3. | Jadwal pelaksanaan Tim Persiapan | PPK
4. | Reviu spesifikasi teknis/KAK Tim Persiapan | PPK
5. | Reviu RAB Tim Persiapan | PPK
2. Persiapan swakelola tipe Il
: Para Pihak
No Kegiatan :
Penyusun Penetapan
1. | Penyelenggara swakelola:
« Tim Persiapan dan Tim PPK penanggung | PA/KPA

Pengawas

jawab anggaran pena

nggung jawab

anggaran
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Para Pihak

No Kegiatan
Penyusun Penetapan
K/L/PD lain
Pelaksana K/L/PD lain
« Tim Pelaksana Swakelola Pelaksana
Swakelola
2. | Rencana kegiatan Tim Persiapan PPK
3. | Jadwal pelaksanaan Tim Persiapan PPK
4. | Reviu Spesifikasi teknis/KAK | Tim Persiapan PPK
5. | Reviu RAB Tim Persiapan PPK
6. | Finalisasi dan
Penandatanganan  Kontrak PPK dan Ketua Tim Pelaksana
Swakelola
3. Persiapan swakelola tipe Il
No Kegiatan Para Pihak
Penyusun Penetapan
1. | Penyelenggara swakelola:
e Tim Persiapan dan PPK penanggung | PA/KPA penanggung
Tim Pengawas jawab anggaran jawab anggaran
o Tim Pelaksana Ormas Pimpinan calon
pelaksana Swakelola
2. | Rencana kegiatan Tim Persiapan PPK
3. | Jadwal pelaksanaan Tim Persiapan PPK
4. | Reviu Spesifikasi teknis/KAK | Tim Persiapan PPK
5. | Reviu RAB Tim Persiapan PPK
6. | Finalisasi dan PPK dan Pimpinan calon pelaksana
Penandatanganan Kontrak
Swakelola
Swakelola
4. Persiapan swakelola tipe IV
. Para Pihak
No Kegiatan
g Penyusun Penetapan
1. | Penyelenggara swakelola: _
Tim Persiapan, Tim Pelaksana Kelompok Pimpinan _ Kelompok
. Masyarakat Masyarakat
dan Tim Pengawas
2. | Rencana kegiatan Tim Persiapan PPK
3. | Jadwal pelaksanaan Tim Persiapan PPK
4. | Reviu Spesifikasi teknis/KAK Tim Persiapan PPK
5. | Reviu RAB Tim Persiapan PPK
6. | Finalisasi dan PPK dan Pimpinan Kelompok
Penandatanganan Kontrak
Masyarakat Pelaksana Swakelola
Swakelola
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D. Evaluasi Materi Pokok 1
Pilinlah salah satu jawaban yang tepat!
1. Dalam swakelola tipe I, tim pelaksana ditetapkan oleh....
A. PA/KPA
B. PPK
C. Kepala Unit Kerja
D. Pejabat Eselon I
2. Dalam swakelola tipe IV, tim pengawas ditetapkan oleh....
A. PA/KPA
B. Pimpinan Kelompok Masyarakat
C. PPK
D. Pimpinan Ormas
3. Dalam reviu RAB, Tim Persiapan dan PPK perlu memperhatikan...
A. Gaji tenaga kerja, biaya bahan, biaya jasa lainnya (apabila diperlukan)
B. Gaji tenaga kerja, biaya jasa lainnya (apabila diperlukan), keuntungan
C. Biaya jasa lainnya (apabila diperlukan), keuntungan, biaya perjalanan
dinas
D. Biaya jasa lainnya (apabila diperlukan), biaya bahan, biaya tidak
terduga
4. Dalam swakelola tipe |Ill, finalisasi dan penandatanganan Kontrak
Swakelola dilaksanakan oleh....
PPK dengan pimpinan Pokmas

PPK dengan pimpinan calon pelaksana swakelola

o w >

PPK dengan tim pelaksana
D. PPK dengan pimpinan BLU
5. Berikut adalah institusi yang dapat dijadikan sebagai tim pelaksana
swakelola tipe II....
A. Perguruan Tinggi Swasta
B. Kelompok Masyarakat Petani Irigasi
C. Organisasi Masyarakat Sipil
D. BLU institusi lain
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E. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban evaluasi materi
pokok yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang
benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat
penguasaan anda terhadap materi pokok.

Rumus:

X Jumlah yang benar

Tingkat Penguasaan = x 100%

Y Jumlah yang salah

Arti tingkat penguasaan yang anda capai:

100% = baik sekali
80% = baik
0-60% = kurang

Apabila tingkat penguasaan anda mencapai 80% ke atas, bagus ! Berarti Anda
telah memahami materi pokok. Tetapi bila tingkat penguasaan anda masih di
bawah 80%, anda harus mengulangi lagi materi pokok 1 terutama bagian yang
belum anda kuasai.
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BAB Il

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI

PENYEDIA OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Indikator keberhasilan: setelah mengikuti pembelajaran, peserta dapat

menjelaskan persiapan PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

A. Uraian Materi

Persiapan Pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKA-K/L disetujui oleh

DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD. Untuk Pengadaan

Barang/Jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal tahun,

persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah

penetapan Pagu Anggaran K/L atau persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal dibutuhkan persiapan

pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA-K/L oleh DPR

atau RKA Perangkat Daerah oleh DPRD, pemilihan penyedia dapat dilakukan

sepanjang mendapat persetujuan PA dan kontrak bersifat tidak mengikat dan

tindak lanjutnya sebagai berikut:

1.

2.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengadakan
ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak untuk selanjutnya disebut
Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia setelah DIPA/DPA
disahkan.

Apabila pagu anggaran yang tersedia dalam RKA-K/L disetujui oleh DPR
atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD lebih kecil dari
penawaran harga terkoreksi pemenang, proses pemilihan dapat
dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis dan harga.

Negosiasi teknis dan harga dapat meliputi perubahan ruang lingkup
pekerjaan, spesifikasi teknis, tahapan pekerjaan dan harga. Dalam hal
terjadi perubahan ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, tahapan
pekerjaan dan harga harus mendapatkan persetujuan PA/KPA.

Apabila kegiatan tidak tersedia dalam DIPA/DPA maka pemilihan

penyedia harus dibatalkan.
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Persiapan  Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa  Konsultansi

Nonkonstruksi dilakukan oleh PPK meliputi:

S

Reviu dan penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK).
Penyusunan dan penetapan HPS.

Penyusunan dan penetapan rancangan kontrak; dan/atau

Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan,

jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Persiapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Konstruksi

dilakukan oleh PPK meliputi:

1. Reviu dan penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK).

2. Penyusunan dan penetapan HPS;

3. Perumusan dan penetapan rancangan kontrak;

4. Penetapan Detailed Engineering Design untuk pemilihan Penyedia
Pekerjaan Konstruksi; dan

5. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan,
jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
Persiapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilakukan oleh

PPK meliputi:

1. Reviu pagu pekerjaan Rancang dan Bangun;

2. Penyusunan dan Penetapan Dokumen Ketentuan PPK;

3. Penyusunan dan penetapan rancangan kontrak; dan

4. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan,
jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
Disamping itu PPK melakukan:

1. ldentifikasi apakah barang/jasa yang akan diadakan termasuk dalam
kategori barang/jasa yang akan diadakan melalui pengadaan langsung,
E-purchasing, atau termasuk pengadaan khusus; dan

2. Reviu terhadap dokumen perencanaan pengadaan terkait kewajiban
untuk menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produk
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dalam negeri paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran
belanja barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

1. Penetapan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Spesifikasi Teknis adalah karakteristik total dari barang/jasa, yang dapat
memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna barang/jasa yang dinyatakan
secara tertulis. Spesifikasi Teknis juga dapat diartikan sebagai suatu uraian
terperinci mengenai persyaratan kinerja barang, jasa atau pekerjaan, seperti
kualitas material, metode kerja dan standar kualitas pekerjaan dan lain lain
yang harus diberikan oleh Penyedia.

Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya disebut
Spesifikasi Teknis, sedangkan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi disebut
Kerangka Acuan Kerja (KAK). Selanjutnya didetailkan menjadi daftar
persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar nantinya barang/jasa yang
diadakan dapat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, pengguna membutuhkan
beberapa unit komputer untuk dipakai oleh karyawan yang baru direkrut. Dari
kebutuhan tersebut diidentifikasi berapa jumlah karyawan yang membutuhkan
komputer, karyawan tersebut akan bekerja pada bagian apa saja untuk
diketahui jenis kinerja atau fungsi komputer yang dibutuhkan, kemudian
apakah ada standar yang harus dipenuhi seperti low voltage, low radiation,
ergonomis, jenis komputernya (desktop, laptop, atau all in one PC) dan
sebagainya. Setelah persyaratan yang harus dipenuhi dapat dirinci barulah
dokumen spesifikasi teknis dapat disusun secara lengkap sesuai dengan istilah
dalam industri dari produk yang akan diadakan.

Kejelasan spesifikasi teknis barang/jasa, merupakan langkah awal upaya
meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang/jasa. Spesifikasi
Teknis barang/jasa yang jelas dan tepat akan bermanfaat untuk :

a. Menguji produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhan pengguna.
b. Mendorong penyedia untuk memberikan solusi alternatif dan inovatif,
yang dapat menawarkan value for money yang lebih baik.

c. Meningkatkan kompetisi dalam proses pemilihan penyedia.
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Secara umum persyaratan dapat disusun dengan memperhatikan hal-hal
berikut ini:
a. Fungsi dan kinerja yang dibutuhkan
b. Jumlah barang/jasa yang diperlukan
c. Batasan ukuran dan desain yang esensial
d. Standar internal atau eksternal; nasional, regional atau internasional yang

relevan.

®

Rincian dari model yang ada saat ini yang sesuai

—h

Batasan waktu, kapan diperlukannya barang/jasa
Karakteristik atau isu-isu khusus terkait barang/jasa

= «Q

Kondisi Kesehatan dan Keselamatan

Dalam penetapan persyaratan untuk Spesifikasi Teknis, berikut adalah
hal-hal yang harus dihindari:

a. Tidak standar

b. Tidak menggunakan penggunaan barang/jasa yang lebih baik atau yang
tidak sesuai dengan kondisi terkini

c. Mencerminkan apa yang diinginkan (bukan kebutuhan) oleh pembuat
spesifikasi

d. Tidak berkontribusi terhadap fungsi

e. Mengalami kegagalan dalam penggunaan, yang secara potensial
mengalami dampak yang lebih luas dari pada penghemat biaya;

f. Mengabaikan produksi dan kinerja desain yang ekonomis.

g. Bertentangan dengan standar internal atau eksternal antara lain standar
nasional, regional atau internasional dan peraturan kesehatan dan

keselamatan dll

Setelah diperoleh informasi terkait barang/jasa tersebut, selanjutnya
Spesifikasi Teknis /KAK dapat disusun.
Sesuai dengan penjelasan diatas, maka ketentuan dalam menyusun

Spesifikasi Teknis /KAK sesuai Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 pasal 19
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dan Peraturan LKPP No. 7 tahun 2018. Sebelum PPK menetapkan Spesifikasi
teknis/KAK harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Menggunakan produk dalam negeri
Setiap instansi pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri,
termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional barang/jasa
dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai
Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh
persen). Daftar inventarisasi produk barang/jasa yang telah memiliki
sertifikat TKDN dari Kementerian Perindustrian dapat dilihat pada web:
http://tkdn.kemenperin.go.id/inventaris.php.
Contoh: traktor tangan, tiang listrik dan lain-lain.

b. Menggunakan produk bersertifikat SNI
Produk SNI adalah produk yang sudah lulus pengujian mutu produk
menggunakan parameter dalam SNI oleh laboratorium yang terakreditasi
Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sesuai dengan Undang-Undang
Standarisasi No. 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan penilaian
kesesuaian, SNI dibagi dua yaitu SNI wajib dan SNI Sukarela.
SNI wajib adalah SNI yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis untuk
sebagian atau seluruh spesifikasi teknis dan atau parameter dalam SNI
demi kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat
atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau pertimbangan
ekonomis. Contoh Produk ber SNI wajib : helm, ban kendaraan, air
minum dalam kemasan. SNI Sukarela adalah SNI yang tidak wajib dan
untuk ditetapkan oleh pelaku usaha.
Contoh produk ber SNI Sukarela : kerudung, seragam.

c. Menggunakan Produk Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil
Produksi Dalam Negeri
Salah satu upaya untuk mencapai tujuan pengadaan barang/jasa
pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa
yang pro usaha kecil dan produk dalam negeri maka seorang PPK Ketika
membuat spesifikasi teknis/KAK harus memperhatikan produk yang
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dihasilkan oleh usaha kecil dan koperasi. Produk usaha kecil dan
koperasi tersebut bukan merupakan hasil proses importasi.
Penerapan kegiatan ini dapat diwujudkan, misalnya dalam pembelian
seminar kit untuk acara diseminasi/lokakarya/sosialisasi/pelatihan.

d. Menggunakan Produk Ramah Lingkungan Hidup
Dikutip dari Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor
P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Tatacara Penerapan Label
Ramah Lingkungan Hidup Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa Ramah
Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa
Ramah Lingkungan Hidup adalah pengadaan barang dan jasa yang
memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel Ramah Lingkungan
Hidup.
Barang/jasa yang dimasukan dalam kategori ramah lingkungan hidup
merupakan barang/jasa barang dan jasa, termasuk teknologi yang telah
menerapkan prinsip pelestarian, perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.
Sementara itu informasi terkait jenis produk yang sudah mendapatkan
pengakuan sebagai Barang/Jasa Ramah Lingkungan Hidup dapat
diakses melalui laman: https://sibarjasramling.com/ atau dapat langsung

menuju laman: https://katalog.sibarjasramling.com/

e. Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan
merek terhadap:
1) Komponen barang/jasa contoh: pengadaan keramik merek Ramon,
WC duduk merek TATA/Indonesian standar.
2) Suku cadang contoh: kompresor AC merek DAIKAN
3) Bagian dari satu sistem yang sudah ada contoh: Server Merk
LENAVA
4) Barang/jasa dalam katalog elektronik; atau contoh: laptop merek
ABC, Mobil merek X type V
f. Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri dan produk bersertifikat
SNI dilakukan sepanjang tersedia dan mencukupi.
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g. Sepanjang Spesifikasi teknis yang dibutuhkan dan volume dapat dipenuhi
oleh produk dalam negeri dan bersertifikat SNI maka wajib

mengutamakan produk dalam negeri dan bersertifikat SNI

2. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perkiraan harga Barang/Jasa yang
ditetapkan oleh PPK. Nilai HPS merupakan perkiraan harga
Barang/Jasa yang telah memperhitungkan semua komponen biaya sampai
dengan siap digunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna. Nilai HPS sudah
termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ada potensi risiko jika penetapan HPS ini dilakukan dengan tidak cermat.
Potensi itu di antaranya:

a. Apabila HPS yang ditetapkan terlalu rendah, besar kemungkinan
pemilihan penyedia akan mengalami kegagalan karena semua
penawaran penyedia berada di atas HPS sehingga tidak ada satupun
yang dapat ditetapkan sebagai pemenang.

b. Apabila HPS yang ditetapkan terlalu tinggi, terdapat kemungkinan
terjadinya kerugian negara apabila pihak berwenang menemukan adanya
perbuatan melawan hukum baik yang disengaja maupun tidak disengaja.
Tuduhan adanya penggelembungan harga atau mark up sangat mungkin
terbukti apabila HPS yang ditetapkan melebihi harga pasar tanpa ada

penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mengapa penetapan HPS ini perlu dilakukan dengan cermat? Dapat
dijelaskan bahwa pada prinsipnya HPS memiliki 3 (tiga) fungsi utama yaitu:

a. Alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga
satuan;

b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan

c. Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi
penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari
nilai HPS.
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Memperhatikan peran yang sangat penting sebuah HPS maka PPK
dalam proses penetapan harus melakukannya dengan cermat.
Penyusunan HPS dikecualikan untuk:
a. Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
b. E-Purchasing, dan

c. Tender pekerjaan terintegrasi.

Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum
batas akhir untuk:
a. Pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
b. Pemasukan  dokumen kualifikasi untuk  pemilihan  dengan

prakualifikasi.

PPK menyusun HPS berdasarkan pada:

a. Hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun
pada tahap perencanaan pengadaan;

b. Pagu Anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA atau untuk proses
Pagu Anggaran yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA
Perangkat Daerah; dan

c. Hasil reviu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk
komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).

Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:

a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa
diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya
pemilihan Penyedia,

b. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

c. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh

asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi
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keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.
Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber
data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan
informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku
secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan
dilaksanakan;

d. Daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah  dikurangi rabat/
potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh
pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha;

e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau
kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;

f. Hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan
Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;

g. Perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan
perencana (engineer’s estimate);

h. Informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk
tender/seleksi internasional; dan/atau

i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Contoh Perhitungan HPS

Nilai HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak
Pertambahan Nilai (PPN). HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak
terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPh). Nilai HPS bersifat
terbuka dan tidak bersifat rahasia. Sedangkan rincian harga satuan bersifat
rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen
Anggaran Belanja.

a. Barang

Perhitungan HPS untuk barang harus memperhitungkan komponen biaya

antara lain:

1) Harga barang;

2) Biaya pengiriman;

3) Keuntungan dan biaya overhead;
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4) Biaya instalasi;
5) Suku cadang;
6) Biaya operasional dan pemeliharaan; atau
7) Biaya pelatihan.
Perhitungan komponen biaya disesuaikan dengan survei yang
dilakukan.
Contoh HPS Pengadaan barang :
Tabel 3.1 Contoh HPS Pengadaan Barang

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Pengadaan Alat Kesehatan RSUD A Kota Jaya Raya
No Nama Barang dan Spesifikasi Vol | Satuan | Jumlah (Rp)
1 | Ped iatric-Adult Venti lator 1 unit 347.400.000
Model : Evolution 3i
Merk : eVent Medical Limited
Scope of Delivery includes :
1 Unit Evolution Ventilator with
Internal Compressor.
1 Buah EV1210020 Universal Cart
Mounting Kit.
2 Buah EV1370017 Flow Sensor
(Exhaled) .
1 Buah F910028 Oxygen Sensor.
1 Buah EVL22000B Disposable
Expiratory Filter.
1 Buah F710616 Flex Arm
Assembly.
1 Buah F910038 High Pressure
Hose Oxygen.
1 Buah EVM200012 Test Lung Kit.
1 Buah MRB50 Reusable Humidifier
Base Unit.
2 Set MR370 Reusable Adult
Chamber.
1 Buah 900MR869 Reusable
Temperature Probe 1.5m

Length.

1 Buah 900MR858 Heater Wire
Adapter - Reusable

Circuit.

2 Set' 900MR761 Reusable Adult
Circuit.

1 Buah 900MR805 Heater Wire
Adapter - Disposable
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No Nama Barang dan Spesifikasi Vol | Satuan | Jumlah (Rp)
Circuit . 1 Box

RT100 Single Use Dual Heated
Wire Circuit Adult (Box of 10)

Harga sudah termasuk pengiriman
sampai lokasi di

Jakarta, instalasi, uji coba dan
pelatihan untuk 5 orang operator.
Barang harus bisa digunakan
paling lambat 30

November 2018.
Jumlah 347.400.000
PPn 34.740.000
Nilai HPS 382.140.000
Terbilang : Tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh rupiah
Nilai HPS = Rp382.140.000

Jakarta, 6 Mei 2021
Pejabat Pembuat Komitmen

(dr. Hardi Susanto)

b. Pekerjaan Konstruksi
Perhitungan HPS untuk Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil
perhitungan biaya harga satuan yang dilakukan oleh konsultan
perencana (Engineer’s Estimate) berdasarkan rancangan rinci (Detalil
Engineering Design) yang berupa Gambar dan Spesifikasi Teknis.
Perhitungan HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya
overhead yang wajar untuk Pekerjaan Konstruksi sebesar 15% (lima
belas persen).
Langkah-langkah  penyusunan HPS Pekerjaan Konstruksi
secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Telah dilakukan identifikasi komponen-komponen biaya dalam
analisa harga satuan. Komponen-komponen tersebut pada
umumnya dapat dirinci menjadi:

a) Komponen biaya upah (tenaga kerja)
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b) Komponen biaya bahan (material)
c) Komponen Alat (perlengkapan)

2) Telah dilakukan identifikasi mengenai dasar penetapan volume
masing-masing komponen berdasarkan volume menurut gambar
atau desain.

3) Telah dilakukan identifikasi harga satuan  komponen-
komponen tersebut sampai lokasi pekerjaan menggunakan
informasi hasil Analisis Pasar yang telah dilakukan.

4) Telah melakukan pengujian kecermatan penjumlahan biaya-
biaya komponen tersebut secara keseluruhan menjadi total HPS
dan telah memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut:

a) HPS telah memperhitungkan biaya overhead dan keuntungan
yang wajar.

(1) Peraturan pengadaan dalam Perka LKPP secara
eksplisit tidak menyebutkan bahwa biaya overhead dan
keuntungan maksimal untuk penyusunan HPS pengadaan.

(2) Memperhitungkan bukan berarti sama dengan
menambah. Biaya overhead dan keuntungan perlu
ditambahkan bila survey harga dilakukan pada saluran
distribusi yang berbeda dengan saluran distribusi yang
disasar menjadi menyedia

b) HPS juga telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai

(PPN).
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Contoh HPS Pekerjaan Konstruksi :
Tabel 3.2 Contoh HPS Pekerjaan Konstruksi

Penyusunan HPS Jasa Konstruksi
Pembangunan Pagar Tembok Pembatas

No Jenis pekerjaan Vol Satuan RETERE Harga
satuan

1 Pembersihan 600 Mz 50.000 30.000.000

2 Galian _ tanah | 240 M 157.500 37.800.000
pondasi .

3 Urugan. di bawah | 36 M 317.947 11.446.099
pondasi .

4 Pasangan bata | 96 M 1.175.101 112.809.711
belah .

5 Cpr sloof, tiang ikat | 11.73 M 5.958.626 69.894.686
tembok

6 Pasangan batu bata | 56.4 M3 1.230.276 69.387.589

I Plesteran 1.296 M? 113.177 | 146.677.548

8 Pengecatan 1.296 M? 52.450 67.975.524

9 Penyelesaian akhir 30 M 31.500 945.000

10 | Gudang darurat 9 M? 750.000 6.750.000

Jumlah 553.686.158

Over head dan profit 15 % 83.052.924

Jumlah 636.739.081

PPN 10% 63.673.908

Total 700.412.989

Terbilang : Tujuh ratus juta empat ratus dua belas ribu Sembilan ratus delapan
puluh Sembilan rupiah
Nilai HPS = Rp700.412.989

Jakarta, 6 Mei 2021

Pejabat Pembuat Komitmen

(Ir. Hardi Susanto)
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c. Jasa Konsultansi
Perhitungan HPS untuk Jasa Konsultansi dapat menggunakan:
1) Metode Perhitungan berbasis Biaya (Cost-Based Rates)

Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan tarif

berbasis biaya terdiri dari:
a) Biaya langsung personel (Remuneration); dan
b) Biaya langsung non personel (Direct Reimbursable Cost).

Biaya Langsung Personel adalah biaya langsung yang diperlukan
untuk membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan Kontrak. Biaya
Langsung Personel telah memperhitungkan gaji dasar (basic salary),
beban biaya sosial (social charge), beban biaya umum (overhead cost),
dan keuntungan (profit/fee).

Biaya Langsung Personel dapat dihitung menurut jumlah
satuan waktu tertentu (bulan (SBOB), minggu (SBOM), hari (SBOH), atau

jam (SBOJ)), dengan konversi menurut satuan waktu sebagai berikut:

e Satuan Biaya Orang Minggu (SBOM) = SBOB/4,1
e Satuan Biaya Orang Hari (SBOH) =(SBOB/22) x 1,1
e Satuan Biaya Orang Jam (SBOJ) = (SBOH/8) x 1,3

Biaya Langsung Non Personel adalah biaya langsung yang
diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan
mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan
dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan.

Biaya Non Personel dapat dibayarkan secara:

a) Lumsum, diantaranya pengumpulan data sekunder, seminar,
workshop, sosialisasi, pelatihan, diseminasi, lokakarya, survei,
biaya tes laboratorium, hak cipta dan lain-lain.

b) Harga Satuan diantaranya sewa kendaraan, sewa kantor proyek,
sewa peralatan kantor, biaya operasional kantor proyek, biaya
ATK, biaya komputer dan pencetakan, biaya komunikasi dan

tunjangan harian
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C) penggantian biaya (reimbursable cost) diantaranya dokumen
perjalanan, tiket transportasi, biaya perjalanan, biaya kebutuhan
proyek dan biaya instalasi telepon/internet/situs web.

Biaya Langsung Non Personel pada prinsipnya tidak melebihi 40 %
(empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan
konsultansi yang bersifat khusus.

Contoh: pekerjaan penilaian aset, survei untuk memetakan
cadangan minyak bumi, pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran,

penyelidikan tanah dan lain-lain.

2) Metode Perhitungan Berbasis Pasar (Market-Based Rates)

Perhitungan HPS vyang menggunakan metode perhitungan
berbasis pasar dilakukan dengan membandingkan biaya untuk
menghasilkan keluaran pekerjaan/output dengan tarif/harga yang berlaku
di pasar. Contoh: jasa konsultansi desain halaman situs web.

Perhitungan HPS vyang menggunakan metode perhitungan
berbasis keahlian dilakukan dengan menilai tarif berdasarkan ruang
lingkup keahlian/reputasi/hak eksklusif yang disediakan/dimiliki jasa
konsultan tersebut.

Contoh: jasa konsultansi penilai integritas dengan menggunakan

sistem informasi yang telah memiliki hak paten.
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NO Uraian JUML | WAKTU | SAT SAT. JUMLAH
AH BULAN | UAN BIAYA
ORG/BLN

BIAYA LANGSUNG PERSONIL

1 | Tenaga ARl
Team Leader (&rsitekiur). . 1.00 2.00 OB 19,200,000 38,400,000
Tenaga ARl Stouktur/Sipil 1.00 2.00 OB 16,200,000 32,400,000
Tenaga ARli 1.00 2.00 [a]3] 16,200,000 32,400,000
Mekanikal/Elekirikal

2 | Tenaga Pendukung.
Estimataor 1.00 2.00 OB 7,200,000 15,000,000
Drafter 1.00 2,00 OB 7,200,000 15,000,000
Adminjstrasi Kantor 1.00 2.00 [8]:] 5,200,000 10,400,000

BIAYA LANGSUNG MOM PERSONIL

1 Survey
Tranport Tocal 30.00 1.00 o] 150,000 4,500,000
Penyvelidikan tanal: 1.00 1.00 1 Pkt | 5,000,000 5,000,000

2 | Pembahasan
Transport [pkal (20 Org. 4 x) 5.00 1.00 Ok 150,000 750,000
Konsumsi (20 Org. - 4 x) 5.00 1.00 0K 50,000 250,000
Diokumentas] 1.00 1.00 pki 1,000,000 1,000,000

3 [ Laporan
Gambar Bancangan, (A3 ) 1.00 1.00 Set 5,000,000 53,000,000
Gambar Kera (A2 ) 1.00 1.00 Set 5,000,000 5,000,000
Laporan. RES-RAB-BOQ 1.00 1.00 Set 1,000,000 1,000,000
Laporan. knidLap.Pengawasan, | 1.00 1.00 Set 2,000,000 2,000,000
berkala)
[ JOMLCAH 168,100,000 |
PPN 10 % 16,810,000 |
T [ JOMLAH TOTAL 134,910,000

Terhilang : Seratus delapan puluh empat juta, Sembilan ratus sepuluh rupiah

Nilai HFS = Rp. 168,100,000
Milai Total HPS = Rp. 184,910,000

Gambar 3.1 Contoh Penyusunan HPS Jasa Konsultansi

d. Jasalainnya

Perhitungan HPS untuk Jasa Lainnya harus memperhitungkan

komponen biaya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan antara lain:

1) Upah Tenaga Kerja;

2) Penggunaan Bahan/Material/Peralatan;

3) Keuntungan dan biaya overhead;

4) Transportasi; dan

5) Biaya lain berdasarkan jenis jasa lainnya.

Contoh HPS jasa lainnya:
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Penyusunan HPS Jasa Kebersihan Dinas Pendidikan Kota Jaya Raya

No Uraian Vol | Satuan | Harga Jumlah.
Satuan

1 | Komponen Gaji
Personil [7 ORG X 12 BLN] 84 0B 3,100,000 260,400,000
Tuniangan Keardinatar, (5% dar 12| oB 155,000 1,860,000
Gaiji Pokok) [1 ORG x 12 BLN]
BPIS (6.24%) (JKK=0,24%, 84| OB 193,440 16,248,960
JHT=5,7%, JK=0,3%) [7 ORG x
12 BLN]
Tunjangan Hari Raya (5aty kali 7| oB 3,100,000 21,700,000
gaji) [7 ORG x 1 BLN]
Supervisor (5% dari UMK) [1 ORG 48| OB 155,000 7,440,000
x4 Kalix 12 BLN

2 | Seragam
Biaya Seragam.lengkap: @2 Stell | 14 | STEL 340,000 4,760,000

[7ORG % 25TEL]
3 [ Chemical & Bahan

Baffil Pewanoi Buanagan (Electric) 425 | Buah 33,000 14,025,000
besar. [25 x 17 Buah]
Pewangi Buangan Spray 25| Buah 14,000 350,000
Sabun Cugi Piring 50| It 20,000 1,000,000
Diteren 15| ka 18,000 270,000
Tissue Kotak [25 x 24 BKS] 600 | Buah 7,000 4,200,000
Karung, Plastik Sampab.[9 x 12 108 | Kg 18,000 1,944,000
BLN]
1| Gn 225,000 225,000
Metal Polish 2| Gln 270,000 540,000
Furnitur, Polish 3| GIn , 342,000 1,026,000
Long-R-Dust 2 | Gin 198,000 396,000
4 | Perlengkapan Kerja,
- Sapu. Ruana Dalam.(Batana-Radil-q. B EHE.E Suuuy 600,000
r
- Sapu. Halaman [Lidi Pakai, 15 | Bugh 25,000 375,000
Tanakai)
- - - 45 Buah B10,000
- Sikat Kamar Mandi (Blastilcl.. i 15,000
- Penaki (Ukuran Sedanal.... 36 | Buah 9,000 324,000
- Lappel Sumby. kompor pakal, 36 [ Bugh 3,240,000
tangkai 40,000
_ N L7 E\I}I\f\!_! il
Lap pel 9% 3 Buahl-~. 15,000
+3Brah 5B
- kapa [1x 12 Bl i D,uLL
e =] uah £ - ann
- Dust Pan super 19 x 4 Buakl... e Loy
— 28—-Buah 1-408:000
- Kain lebw T7 x 4 Buahl... o 00y
2 | Buzh 150,000
~anakel Besat 12 Buahl-— A P
2 | Buah 100,000
— GOt T2 Buahi-~ [rrrrs Ju,uu
- Sapul awa [5 Buah) 5 | Buzh 35,000 175000
- Sprayer [12 Buahl 10 | Buah, 100,000
10,000
| - Lap Loghy (Sumbu Kain Biry 6 | Bugh 175,000 1,050,000
pakal tangkai) [7 x 2 Buah]
- Selang 501 M 1,250,000
25,000
| Jumlab. 347,047,960
| Keuntungan dan Overhead 52,057 194
15%
399,105,154
PPN 10% 39,910,515
| TOTAI HPS 439 015 669

Terhilang.. Empat ratus tiga puluh sembilan, juta lima helas riby rupiah
Nilai HFS = Rp. 399,105,154
Nilai Total HPS = Rp. 439,015,669

Jakarta, 6 Agustus 2018
Pejabat Pembuat Komitmen,

Gambar 3.2 Contoh Penyusunan HPS Jasa Lainnya
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3. Penentuan Jenis Kontrak dan Penetapan Rancangan Kontrak
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak
adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana
Swakelola.
Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan jenis kontrak:
a. Jenis barang/jasa (B/PK/JL/JK)
b. Spesifikasi teknis/KAK
c. Kompleksitas dan risiko pekerjaan dan/atau

d. Lama waktu pelaksanaan

PPK menyusun rancangan kontrak berdasarkan Spesifikasi/kerangka
acuan kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Rancangan
Kontrak/Perjanjian antara lain meliputi:

a. Pokok-pokok Perjanjian,

b. Syarat-Syarat Umum Kontrak/Perjanjian (SSUK)

c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak/Perjanjian (SSKK)

d. Lampiran antara lain spesifikasi teknis/KAK, jadwal pelaksanaan, daftar
kuantitas dan harga

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki beragam jenis kontrak.
Kontrak merupakan perikatan secara tertulis antara Pejabat Penandatangan
Kontrak dengan Penyedia. Jenis kontrak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kontrak Lumsum

Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti

dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;

2) berorientasi kepada keluaran; dan

3) pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang

dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
2) Kontrak Harga Satuan
Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur

pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh
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pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan
sebagai berikut:
1) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada
saat Kontrak ditandatangani;
2) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi
volume pekerjaan; dan
3) nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
3) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Jenis kontrak ini merupakan jenis kontrak yang menggabungkan dua
jenis kontrak yaitu harga satuan dan kontrak lumsum. Penggabungan ini
dikarenakan sifat pekerjaan dalam paket pengadaan barang/jasa ada
yang memiliki indikasi yang cocok jika digunakan kontrak lumsum dan
ada indikasi pekerjaan yang cocok jika digunakan kontrak harga satuan.
4) Kontrak Waktu Penugasan
Kontrak ini digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa
didefinisikan dengatt rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
5) Kontrak Payung
Dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk
barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu
pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.
6) Kontrak Putar Kunci
Suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal
Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap
sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga
proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni. Biasanya sebelum
dioperasikan atau dihuni, pekerjaan dengan menggunakan jenis kontrak
ini, hasil pekerjaannya diuji coba terlebih dahulu (commissioning).
7) Kontrak Biaya Plus Imbalan
Digunakan dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai
Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditarnbah imbalan
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dengan persentase tetap atas biaya aktual atau.imbalan dengan jumlah

tetap.

Dari beragamnya jenis kontrak di atas, sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jenis kontrak mengalami
penambahan dan cara penggunaan jenis kontrak tersebut disesuaikan dengan
jenis barang/jasa yang diadakan. Jenis kontrak dapat dijabarkan sebagai
berikut:

a. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas

1) Lumsum,;

2) Harga Satuan;

3) Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;

4) Kontrak Payung; dan

5) Biaya Plus Imbalan.

b. Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas

1) Lumsum;

2) Harga Satuan;

3) Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;

4) Putar Kunci; dan

5) Biaya Plus Imbalan.

c. Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi non-konstruksi terdiri atas
1) Lumsum:
2) Waktu Penugasan; dan
3) Kontrak Payung
d. Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas:
1) Lumsum; dan

2) Waktu Penugasan

Selain jenis kontrak tersebut di atas, Pejabat Penandatangan Kontrak
dapat menggunakan selain jenis Kontrak tersebut sesuai dangan karakteristik
pekerjaan yang akan dilaksanakan. PPK dalam menetapkan jenis Kontrak

selain yang sudah disebutkan di atas, maka PPK harus memperhatikan prinsip
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efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Menurut sifat penyelesaian waktu pekerjaan, terdapat penggunaan istilah

kontrak tahun jamak. Kontrak ini bisa dipakai pada semua jenis pengadaan

barang/jasa. Kontrak tahun jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah

mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, dapat berupa:

a. Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;

b. Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran,

seperti: pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya bergantung pada
musim contoh penanaman benih/bibit, penghijauan, atau pengadaan
barang/jasa yang layanannya tidak boleh terputus, contoh penyediaan
sakit, makanan  untuk

makanan dan obat di rumah penyediaan

panti asuhan/panti jompo, penyediaan makanan untuk narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan, penyediaan pakan hewan di kebun binatang;
. Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk
jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga)
tahun anggaran. Permisalan: jasa layanan yang tidak boleh terhenti
perintis darat/laut/udara,

misalnya pelayanan angkutan layanan

pembuangan sampah, sewa kantor, jasa internet/jasa komunikasi,

atau pengadaan jasa pengelolaan gedung.

Tabel 3.3 Bentuk Kontrak

Bentuk Kontrak Barang Konstruksi | Jasa lainnya | Konsultansi
Bukti pembelian/ <10 juta n/a <10 juta n/a
pembayaran
Kuitansi <50 juta n/a < 50 juta n/a
Surat Perintah | ~ 50 juta . > 50 juta s.d <100
Kerja (spk) S'(.j <200 juta 200 juta juta

200 juta
N . . . > 100
Surat perjanjian > 200 juta > 200 juta > 200 juta juta
Surat pesanan e-purchasmg; pembelian melalui katalog
atau toko daring
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Uang Muka
Uang muka merupakan uang yang dapat diberikan kepada penyedia
untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan dan tercantum pada rancangan
kontrak yang terdapat dalam dokumen Pemilihan dan wajib menyerahkan surat
jaminan uang muka kepada PPK sebesar nilai uang muka yang diajukan.
Ketentuan pemberian uang muka sebagai berikut :

a. Paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk pengadaan
dengan nilai pagu anggaran/kontrak lebih dari Rp2.500.000.000,- (dua
miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling tinggi
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Paling rendah 30% (tiga
puluh persen) dari nilai kontrak untuk pagu anggaran/nilai kontrak lebih
dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Paling rendah
50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak untuk pagu anggaran/nilai
kontrak lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai
dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan ini berlaku
untuk pelaku usaha Usaha Kecil dan Koperasi.

b. Paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non
kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi. Uang muka bisa saja diberikan
PPK kepada penyedia sebesar kurang dari 20%.

c. Paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak
Tahun Jamak. Sebagaimana penjelasan angka 1, maka uang muka bisa
saja diberikan PPK kepada penyedia sebesar kurang dari 15%.

4. Jaminan dalam Pengadaan Barang/Jasa
a. Jaminan Penawaran

Jaminan Penawaran diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi dengan
nilai HPS paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai HPS,
khusus pekerjaan terintegrasi besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3%

(tiga persen) dari nilai Pagu Anggaran.
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Contoh perhitungan jaminan penawaran: Pada Paket pekerjaan diatas
disyaratkan penyedia wajib menyerahkan jaminan penawaran sebesar 2 % dari
nilai HPS maka jaminan penawaran yang wajib dilampirkan adalah 2 % x Rp.
33 miliar = Rp. 660 juta.

b. Jaminan Sanggah Banding

Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai HPS,
khusus untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi besarnya 1% (satu persen) dari
nilai pagu anggaran.

Contoh perhitungan jaminan sanggah banding: Pada Paket pekerjaan
diatas, apabila setelah pengumuman pemenang salah satu peserta
mengajukan sanggah dan tidak puas atas jawaban pokja pemilihan, kemudian
mengajukan sanggah banding maka wajib menyerahkan jaminan sanggah
sebesar 1 % dari nilai HPS yaitu 1 % x Rp. 33 miliar = Rp. 330 juta.

c. Jaminan Pelaksanaan

Jaminan pelaksanaan merupakan jaminan yang wajib diserahkan untuk
Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai
paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali
Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna,
Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing, atau Pengadaan dalam rangka
penanganan keadaan darurat.

Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut :

1) Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80 % (delapan puluh persen)
sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan
Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau

2) Untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80 % (delapan puluh
persen) dari nilai HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5 % (lima
persen) dari nilai Total HPS.
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Khusus Pekerjaan Terintegrasi adalah sebagai berikut:

1) Untuk nilai penawaran antara 80 % (delapan puluh persen) sampai
dengan 100 % (seratus persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan
Pelaksanaan adalah sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak; atau

2) Untuk nilai penawaran di bawah 80 % (delapan puluh persen) dari nilai
Pagu Anggaran, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5 % (lima persen) dari
nilai Pagu Anggaran.

3) Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama (Provisional
Hand Over) Pekerjaan Konstruksi
Contoh perhitungan jaminan pelaksanaan:

a) Pada Paket pekerjaan di atas, nilai Penawaran terkoreksi Rp 30
miliar, maka nilai Jaminan Pelaksanaan yang wajib diberikan
sebelum penandatanganan kontrak sebesar 5% dari nilai kontrak = 5
% x Rp 30 miliar = Rp. 1,5 miliar.

b) Jika pada paket pekerjaan di atas, nilai penawaran terkoreksi Rp 22
miliar (penawaran 73% dari nilai HPS), maka Nilai Jaminan
Pelaksanaan yang wajib diberikan sebelum penandatanganan
kontrak sebesar 5% dari nilai HPS = 5% x Rp 33 miliar = Rp1,65

miliar.

d. Jaminan Uang Muka
Jaminan uang muka sebesar uang muka yang diberikan PPK kepada

penyedia.

e. Jaminan Pemeliharaan

Jaminan Pemeliharaan merupakan jaminan yang diberlakukan untuk
Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa
pemeliharaan dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima
pekerjaan pertama (Provisional Hand Over), dikembalikan 14 (empat belas)
hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dengan besaran nilai Jaminan

Pemeliharaan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai Kontrak.
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Contoh perhitungan jaminan pemeliharaan: Pada Paket pekerjaan diatas,
dengan masa pelaksanaan kontrak selama 6 bulan dan selesai pada tanggal 1
Desember 2017, maka sebelum serah terima pekerjaan pertama (PHO)
penyedia wajib menyerahkan Jaminan Pemeliharaan senilai 5 % x nilai kontrak

yaitu 5 % x Rp. 30 miliar = Rp1,5 miliar.

f. Sertifikat Garansi

Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang
hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan
diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.
Sesuai dengan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen masa
garansi minimal 1 tahun sejak serah terima barang.

Spesifikasi teknis dan deskripsi barang yang diserahkan sesuai
dengan yang tercantum dalam Kontrak. Sertifikat garansi merupakan
perlindungan terhadap barang sesuai dengan Jaminan/Garansi  original
equipment manufacturer (OEM). Sertifikat Garansi berlaku sejak tanggal barang
diterima oleh PPK dari Penyedia sesuai waktu yang diperjanjikan dalam
Kontrak, terlepas dari jarak dan waktu yang ditempuh untuk pengiriman.
Selama masa garansi berlaku, dalam hal barang yang diterima cacat/tidak
berfungsi dengan baik, Pengguna Barang melalui Bendahara Barang segera
menyampaikan secara tertulis kepada Penyedia dan Penyedia wajib merespon
untuk memperbaiki/mengganti barang yang dimaksud.

Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor. Pengadaan
barang impor adalah barang yang diimpor untuk kebutuhan Pengadaan
Barang/Jasa. Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan
kelengkapan dokumen barang:

1) Supporting Letter/Letter of Intent/Letter of Agreement dari
pabrikan/prinsipal di negara asal,

2) Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin); dan

3) Sertifikat Produksi.
Persyaratan Supporting Letter/Letter of Intent/Letter of Agreement dari

pabrikan/prinsipal di negara asal dicantumkan dalam dokumen pemilihan
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dengan diserahkan oleh peserta tender/seleksi kepada Pokja Pemilihan
bersamaan dengan penyampaian dokumen penawaran.

Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dan Sertifikat Produksi
diserahkan oleh Penyedia kepada PPK pada saat serah terima pekerjaan.
Persyaratan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dan Sertifikat
Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak.

1) Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor

2) Penyesuaian Harga

PPK menyusun penyesuaian harga dalam rancangan Kontrak.
Penyesuaian harga diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Untuk Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Kontrak Harga Satuan untuk
Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya, dan jenis Kontrak berdasarkan
Waktu Penugasan untuk Jasa Konsultansi;

2) Tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan
jelas, sebagai berikut:

a) Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang
masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;

b) Penyesuaian harga diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak
pelaksanaan pekerjaan.

Jika ada pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai
akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian
harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut
ditandatangani.
llustrasi perhitungan:

1) Kasus |

Kontrak tahun jamak 20 bulan ditandatangani pada tanggal 2

Februari 2021. Jika nanti ada penyesuaian harga diberlakukan

maka perubahan harga berlaku sejak 2 Februari 2022.

2) Kasus Il
Kontrak tahun jamak 20 bulan ditandatangani pada tanggal 2

Februari 2021. Pada tanggal 1 Juni 2021 terjadi perubahan
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c)

d)

f)

kontrak (addendum). Pada bagian addendum tersebut perlu
penyesuaian harga, maka, penyesuaian harga diberlakukan
pada 1 Juni 2022.
Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata
pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung
(overhead cost), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum
dalam penawaran. Harga satuan timpang adalah harga satuan
penawaran yang melebihi 110% (seratus sepuluh persen) dari harga
satuan HPS, dan dinyatakan harga satuan timpang berdasarkan
hasil klarifikasi.
Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak/adendum kontrak;
Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal
dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari
negara asal barang tersebut; dan
Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat
disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah
antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan

B. Latihan

Untuk lebih memahami materi persiapan pengadaan oleh PPK, tugas

Anda adalah menyebutkan apa saja yang harus dilakukan oleh PPK pada

tahapan ini?

C. Rangkuman

PPK memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengadaan

barang/jasa. Pada tahapan persiapan pengadaan ini PPK harus menetapkan:

1. Spesifikasi Teknis untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya

2. Kerangka Acuan Kerja untuk jenis pengadaan Jasa Konsultansi

3. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri

4. Penetapan rancangan kontrak
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Dalam rancangan kontrak ini sudah disebutkan apakah akan diberi uang
muka bagi penyedia terpilih, jaminan uang, jaminan pelaksanaan,
jaminan pemeliharaan. Dua jaminan yang disebut terakhir untuk jenis

pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

D. Evaluasi Materi Pokok 2
Pilinlah salah satu jawaban yang benar!
1. Seorang PPK memiliki peran dalam menyusun spesifikasi teknis, dalam hal
penetapan spesifikasi teknis ini maka PPK perlu memperhatikan....
A. Produk Dalam Negeri, UMK Koperasi, Produk Ramah Lingkungan dan
SNI
B. Produk Dalam Negeri, UMKM, Produk Industri Hijau dan SNI
C. Produk Import jika tidak ada Produk Dalam Negeri, UMKM, Produk
Industri Hijau dan SNI
D. Produk Import jika tidak ada Produk Dalam Negeri, UMKM, Produk
Ramah Lingkungan dan SNI
2. PPK diperkenankan menyebutkan merek dalam penyusunan spesifikasi
teknis dalam hal....
A. E-Purchasing, Komponen, Suku Cadang, Bagian Sistem dan pada
Tender Cepat
B. E-Purchasing, Komponen, Suku Cadang, dan Bagian Sistem
C. E-Tendering, Komponen, Suku Cadang, Bagian Sistem dan pada
Tender Cepat
D. E-Tendering, Komponen, Suku Cadang, dan Bagian Sistem
3. Harga Perkiraan Sendiri yang ditetapkan PPK memenuhi unsur perpajakan.
Pajak yang diakomodasi dalam pembuatan HPS adalah pajak....
A. PPN
B. PPh 21
C. PPh 23
D. PnBM
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4. Jika Anda seorang PPK, kemudian Kementerian Anda meminta Anda untuk
menyelenggarakan pengadaan konstruksi shelter pasien covid-19, maka
sebaiknya Anda menggunakan jenis kontrak?

A. Harga Satuan

B. Biaya dan Imbalan
C. Lumsum

D. Putar Kunci

5. Jika Anda seorang PPK, dalam membuat rancangan kontrak untuk
pemilihan penyedia segmen kualifikasi penyedia kecil, maka jika Anda
memberikan uang muka, berapa nilai persentase uang muka maksimal
yang akan Anda cantumkan dalam rancangan kontrak tersebut?

A. 20%
B. 30%
C. 40%
D. 50%

E. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban evaluasi materi pokok 2
yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar,
kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan
Anda terhadap materi pokok 2.

Rumus:

Y Jumlah yang benar

Tingkat Penguasaan = X 100%

Y Jumlah yang salah

Arti tingkat penguasaan yang anda capai:

100% = baik sekali
80% = baik
0-60% = kurang

Apabila tingkat penguasaan anda mencapai 80% ke atas, bagus ! Berarti Anda
telah memahami materi pokok. Tetapi bila tingkat penguasaan anda masih di
bawah 80%, anda harus mengulangi lagi materi pokok 2 terutama bagian yang

belum anda kuasai.
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BAB IV
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI
PENYEDIA OLEH PEJABAT PENGADAAN/POKJA PEMILIHAN

Indikator keberhasilan: setelah mengikuti pembelajaran, peserta dapat
menjelaskan menjelaskan persiapan UKPBJ dan Pokja Pemilihan dalam
Pengadaan Barang/Jasa

A. Uraian Materi

Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan
dilaksanakan setelah UKPBJ menerima permintaan pemilihan Penyedia dari
PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui
Penyedia yang disampaikan oleh PPK. Selanjutnya Kepala UKPBJ memebntuk
Pokja Pemilihan untuk melaksanakan kegiatan persiapan.

Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan melalui Penyedia

meliputi:

[ERN

. Reviu dokumen persiapan pengadaan;
. Penetapan metode pemilihan Penyedia;
. Penetapan metode Kualifikasi;

. Penetapan persyaratan Penyedia;

2

3

4

5. Penetapan metode evaluasi penawaran;

6. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
7. Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan; dan

8

. Penyusunan Dokumen Pemilihan.

Persiapan pemilihan melalui Penyedia yang dilakukan oleh Pejabat
Pengadaan yang menggunakan Surat Perintah Kerja, meliputi:
1. Reviu dokumen persiapan pengadaan,;
2. Penetapan persyaratan Penyedia;
3. Penetapan jadwal pemilihan; dan
4. Penetapan Dokumen Pemilihan.
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Persiapan pemilihan penyedia dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
dapat dilustrasikan sebagai berikut:

|
J
J

Gambar 4.1 Bagan Alir llustrasi Pelaksanaan Persiapan Pemilihan

1. Reviu Dokumen Persiapan

Dokumen Persiapan yang sudah ditetapkan oleh PPK disampaikan ke
pokja pemilihan/pejabat pengadaan. Pokja Pemilihan harus melakukan reviu
dokumen persiapan pengadaan untuk melihat kesiapan paket pengadaan untuk
dilanjutkan ke tahap pemilihan. Hal-hal yang di reviu dapat dilihat pada Tabel
dibawah ini.
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Tabel 4.1 Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan

No Bidang Reviu Hal yang Direviu
1 | Spesifikasi Teknis dan | untuk memastikan bahwa  spesifikasi
Gambar teknis/KAK telah dituangkan secara lengkap

2 | Harga Perkiraan Sendiri | untuk memastikan bahwa nilai HPS telah
cukup dan sesuai dengan spesifikasi
teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan

3 | Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah
sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan
4 | Dokumen Anggaran untuk memastikan bahwa anggaran untuk

pekerjaan yang akan dilaksanakan telah
tersedia dan jumlahnya cukup

5 | ID Paket RUP untuk memastikan bahwa paket yang
akan dilaksanakan telah terdaftar dan
diumumkan dalam SiRUP

6 | Waktu Penggunaan | untuk memastikan bahwa pelaksanaan
Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa sejak proses
persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan
kontrak dapat selesai sesuai rencana
penggunaan/pemanfaatan barang/jasa

7 | Analisa Pasar untuk mengetahui kemungkinan
ketersediaan barang/jasa dan Pelaku Usaha
dalam negeri yang mampu dan memenuhi
persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan.
Hasil analisis pasar digunakan untuk
menentukan metode kualifikasi dan/atau
metode pemilihan Penyedia

Berdasarkan hasil reviu oleh pokja pemilihan/pejabat pengadaan, dapat
dilihat kesiapan paket pengadaan tersebut untuk dilanjutkan atau tidak ke tahap
pemilihan, jika hasil reviu sudah siap dan lengkap maka dapat dilanjutkan
ke tahap pemilihan, jika tidak siap dan tidak lengkap maka dokumen

persiapan disampaikan ke PPK untuk diperbaiki/dilengkapi.

2. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Metode pemilihan penyedia barang/jasa yaitu
a. E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem
katalog elektronik.
b. Pengadaan langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah

metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan

Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Materi 6: Persiapan PBJ | 61
Versi 4, 2021



Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai  HPS paling banyak

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

c. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk
mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai HPS paling
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

d. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa
Lainnya dalam keadaan tertentu.

Kriteria keadaan tertentu untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi dan Jasa

Lainnya adalah sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk
menindaklanjuti  komitmen internasional yang dihadiri oleh
Presiden/Wakil Presiden;

2) Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi
intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil
Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta
keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala
pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan
sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko
kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat
direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;

4) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat
disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

5) Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi,
jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA
kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan
pupuk secara tepat dan tepat untuk pelaksanaan peningkatan

ketahanan pangan;
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6) Pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan
perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang
dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;

7) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya
dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah
mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi
pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;

8) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan
Tender ulang mengalami kegagalan; atau

9) Pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainhya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.

Kriteria keadaan tertentu untuk Jasa Konsultansi adalah sebagai berikut:

a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha
yang mampu;

b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang
hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin
pemegang hak cipta;

c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi
atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk
menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang
sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan
tidak dapat ditunda;

d. Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi
yang sama;

e. Jasa Konsultansi yang setelah dilakukan Seleksi ulang mengalami
kegagalan;

f. Pemilihan penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi
pemutusan Kontrak;

g. Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; atau

h. Jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi.
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Dalam penggunaan metode penunjukan langsung, tidak terdapat batasan
nilai anggaran.

a. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu
paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa
Konsultansi dengan nilai pagu paling sedikit di atas Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).

c. Tender Cepat
Tender Cepat dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terkualifikasi
dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang:

1) Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara
rinci; atau
2) Dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana diatur dalam

Peraturan Perundang-undangan.

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan sebagai
berikut: peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
a. Peserta menyampaikan penawaran harga;
b. Evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan

c. Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendabh.

3. Penetapan Metode Evaluasi Dokumen Penawaran Barang/Jasa
Metode evaluasi dokumen penawaran dibedakan menjadi 2 (dua) bagian.
Evaluasi Penawaran untuk Barang/Pekerjaan Konstruk/Jasa Lainnya dan
evaluasi penawaran untuk Jasa Konsultansi. Keduanya dijelaskan sebagai
berikut:
a. Evaluasi Penawaran untuk Barang/Pekerjaan Konstruk/Jasa Lainnya
Terdapat 3 (tiga) evaluasi penawaran yang dapat digunakan dalam

proses evaluasi ini. 3 (tiga) metode tersebut adalah:
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1) Sistem Nilai

Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan

penilaian teknis dan harga.

llustrasi penentuan pemenang dengan menggunakan metode

Sistem Nilai:

1. Menghitung nilaikombinasi=nilai teknis+nilai harga

Nilai Teknis (60%) Nilai Harga (40%)
Nama Nilai

Nilai : 5 Nilai
Peserta . Nilai Teknis Penawaran

Evaluasi Harga
Harga ¥

BE 80 48 9% 382 86,2 2
BN - 75 45 97 386 83,6 3
BEl s 85 51 100 400

2. Calon pemenang: nilai kombinasi tertinggi

Gambar 4.1 llustrasi Penetapan Pemenang Metode Sistem Nilai

2) Biaya Selama Umur Ekonomis

Metode evaluasi

Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis

digunakan untuk Pengadaan Barang yang memperhitungkan faktor

umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan

nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.

llustrasi penentuan pemenang dengan menggunakan metode

Biaya Selama Umur Ekonomis:

| it | rw | | i |

n Harga Penawaran 180.000.000

1. Menghitung Biaya Selama Umur Ekonomis berdasar data yang disampai

175.000.000 178.500.000 185.000.000

u Biaya Suku Cadang 4.960.000 5.125.000 4.780.000 5.056.500
n Biaya Operasional 32.500.000 34.560.000 33.520.000 31.750.000

n Biaya Pemeliharaan 7.550.000 6.850.000 7.230.000 6.980.000

n Biaya Perawatan 6.230.000 5.890.000 5.975.000 5.875.000
3 Nilai Sisa (90.000.000) (87.500.000) (90.650.000) (92.500.000)

g —
Bia,= Selama Umur Ekonor.is [ CSW2LX0) 139.925.000 142.161.500
3 2 4
Celon Calon Pemenan,
Pernenang Pemenang . Calon Pemenang
Cadangan 1
Cadangan 2

2. Calon pemenang: biaya selama
umur ekonomis yang terendah

Gambar 4.2 llustrasi Penetapan Pemenang Metode BSUE
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3) Harga Terendah

Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi
dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi
persyaratan teknis.

llustrasi penentuan pemenang dengan menggunakan metode
Harga Terendah:
Suatu tender barang nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah), maka perlu mempertimbangkan pemberian
preferensi bagai yang memenuhi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN). Pemenang ditentukan setelah Hasil Evaluasi Akhir (HEA)

menunjukkan harga paling rendah.

PT.TS 3.000.000.000 20 3.000.000.000 3

n PT.YP 3.300.000.000 40 2.970.000.000 2

2.867.500.000 1

n PT.ES 3.100.000.000 30

Calon pemenang
berdasarkan harga
terendah

Gambar 4.3 llustrasi Penetapan Pemenang Metode Harga Terendah

b. Evaluasi Penawaran untuk Jasa Konsultansi

Terdapat 4 (empat) evaluasi penawaran yang dapat digunakan
dalam proses evaluasi Jasa Konsultansi ini. 4 (empat) metode tersebut
adalah:

1) Kualitas dan Biaya

Metode evaluasi Kualitas dan Biaya digunakan untuk pekerjaan
yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian
pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK.

llustrasi penentuan pemenang dengan menggunakan metode

Kualitas dan Biaya adalah sebagai berikut:
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1. Menghitung nilai kombinasi=nilai teknis+nilai biaya

Nilai
Nilai Nilai
Nilai Teknis ~ Penawaran
Evaluasi € Biaya
Biaya

PT.DL 80 32 77 3

PT. HA 90 3601 | TS
n PT. AF 80 48 95 38 36 2

2. Calon pemenang: nilai kombinasi tertinggi

Gambar 4.4 llustrasi Penetapan Pemenang Metode Kualitas dan Biaya

2) Kualitas
Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang
lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan
tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan
Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.
llustrasi penentuan pemenang dengan menggunakan metode

Kualitas adalah sebagai berikut:

n L M“ —

PT. AR Lulus

PT. AD 70 Lulus 3

- PT.ES 80 Lulus
Catatan :

Hiiel Ambang Batas 65 Pemenang: nilai teknis terbaik yang lulus ambang batas

Gambar 4.5 llustrasi Penetapan Pemenang Metode Kualitas

3) Pagu Anggaran

Metode evaluasi Pagu Anggaran digunakan untuk ruang lingkup
pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan
penawaran tidak boleh melebihi Pagu Anggaran. Penawaran bisa
melebihi HPS namun masih dalam rentang Pagu Anggaran dan
selanjutnya dinegosiasikan.

llustrasi penentuan pemenang dengan menggunakan metode Pagu
Anggaran adalah sebagai berikut:
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PT. AR 415.000.000 Lulus

H o -

- PT. AD 70 402.000.500 Lulus 2
u PT.ES 80 428.000.500 Tidak Lulus

Catatan :

Nilai Ambang Batas 65

Pagu Anggaran Rp 420.000.000 Pemenang: nilai teknis terbaik yang lulus ambang batas, dengan biaya
terkoreksi sama dengan atau lebih kecil dari Pagu Anggaran

Gambar 4.6 llustrasi Penetapan Pemenang Metode Pagu Anggaran

4) Biaya Terendah
Metode evaluasi Biaya Terendah hanya digunakan untuk pekerjaan
standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan
pekerjaannya sudah mapan.
llustrasi penentuan pemenang dengan menggunakan metode

Biaya Terendah adalah sebagai berikut:

Nama
H- e
Peserta
. PT. WW

78 415.000.000 2

n PT.TS 78 402.000.500
! PT.HA 80 428.000.500 3

Catatan :
Nilai Ambang Batas 65 Mg Sy
Pemenang: Nilai teknis diatas ambang batas

dan penawaran biaya terkoreksi paling
rendah

Gambar 4.7 llustrasi Penetapan Pemenang Metode Biaya Terendah

4. Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Penyedia
Barang/Jasa
Pokja Pemilihan menetapkan Metode Penyampaian Dokumen
Penawaran dengan memperhatikan jenis pengadaan barang/jasa lainnya/jasa
konsultansi Nonkonstruksi, metode pemilihan Penyedia, metode evaluasi

penawaran, dan ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan.
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Metode Penyampaian Dokumen Penawaran menjadi acuan bagi Pokja
Pemilihan dalam menyusun jadwal pemilihan dan bagi Peserta Pemilihan
dalam menyampaikan dokumen penawaran.

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran dalam pemilihan dalam
pengadaan barang/jasa lainnya/jasa konsultansi Nonkonstruksi dapat dilakukan
dengan menggunakan:

a. Metode Satu File digunakan untuk:

1) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan metode
evaluasi Harga Terendabh;

2) Tender Cepat;

3) Pengadaan Langsung; dan

4) Penunjukan Langsung.
Metode Penyampaian Dokumen Penawaran menggunakan

metode 1 (satu) file yang terdiri dari:

1) Dokumen Penawaran Administrasi

2) Dokumen Penawaran Teknis;

3) Dokumen Penawaran Harga,

4) Jaminan Penawaran (jika ada)

b. Metode Dua File digunakan untuk:

1) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian
teknis terlebih dahulu yaitu metode evaluasi Sistem Nilai, metode
evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis dan metode
evaluasi Harga Terendah yang menggunakan pembobotan
ambang batas;

2) Tender Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan metode evaluasi
harga terendah ambang batas;

3) seleksi konsultan badan usaha dan seleksi konsultan perorangan;
dan

4) Untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun:
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Metode Penyampaian Dokumen Penawaran menggunakan
metode 2 (dua) file yang terdiri dari:
1) Dokumen Penawaran Administrasi dan Dokumen Penawaran
Teknis (file 1) meliputi:
a) Surat Penawaran administrasi dan teknis;
b) Dokumen Penawaran Teknis; dan
c) Jaminan Penawaran (jika ada)
2) Bentuk Dokumen Penawaran Harga (file II) meliputi:
a) Surat penawaran harga
b) Daftar keluaran dan Harga

c. Metode Dua Tahap Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan
Barang/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) Spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti pada
Dokumen Pemilihan;

2) Mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain
penerapan teknologi yang berbeda;

3) Dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi
penawaran teknis yang diajukan; dan/atau

4) Membutuhkan penyetaraan teknis.

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran menggunakan metode
2 (dua) tahap yang terdiri dari:
1) Dokumen Penawaran Administrasi dan Dokumen Penawaran
Teknis (Tahap 1) meliputi:
a) Surat Penawaran administrasi dan teknis;
b) Dokumen Penawaran Teknis; dan
c) Jaminan Penawaran (jika ada).
2) Bentuk Dokumen Penawaran Harga (file Il) meliputi:
a) Dokumen Penawaran Teknis hasil Penyetaraan Teknis.
b) Surat penawaran harga

c) Daftar keluaran dan Harga
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5. Penetapan Metode Kualifikasi
Kualifikasi dibagi 2 (dua) dua,yaitu:
a. Prakualifikasi
1) Merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum
pemasukan penawaran;
2) Metode evaluasi kualifikasinya
a) Menggunakan sistem gugur untuk jenis  pekerjaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya,;
b) Menggunakan pembobotan dengan ambang batas untuk jenis
pekerjaan Jasa Konsultansi.
3) Metode kualifikasi Prakualifikasi ini digunakan untuk:
a) Tender pekerjaan kompleks untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi
dan Jasa Lainnya;
b) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha
b. Pascakualifikasi
1) Merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan bersamaan
dengan evaluasi penawaran
2) metode evaluasi kualifikasinya menggunakan sistem gugur
3) Metode kualifikasi Pascakualifikasi ini digunakan untuk:
a) Tender Tender pekerjaan nonkompleks untuk Barang/Pekerjaan
Konstruksi dan Jasa Lainnya,;

b) Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.
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6. Penetapan Jadwal Pemilihan

a. Pemilihan dengan Prakualifikasi Barang/Jasa Lainnya

1) Tahapan Kualifikasi

Tabel 5.2 Tahapan Kualifikasi Pemilihan dengan Prakualifikasi Barang/Jasa

Lainnya
Tahapan Waktu
a. pengumuman prakualifikasi paling kurang 7 (tujuh) hari kalender
b. pendaftaran dan sampai dengan batas akhir
pengunduhan Dokumen penyampaian dokumen kualifikasi
Kualifikasi
c. pemberian penjelasan paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak
(apabila diperlukan) tanggal pengumuman prakualifikasi,
dilaksanakan pada hari kerja dan jam
kerja
d. penyampaian Dokumen sampai dengan paling kurang 3 (tiga)
Kualifikasi hari kalender setelah berakhirnya
penayangan pengumuman
prakualifikasi, diakhiri pada hari kerja
dan akhir jam kerja.
e. evaluasi Kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan
f. pembuktian kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan
g. penetapan dan pengumuman | paling lambat 1 (satu) hari kalender
hasil kualifikasi setelah pembuktian kualifikasi
h. sanggah kualifikasi e Selama 5 (lima) hari kalender
setelah pengumuman hasil
kualifikasi, diakhiri pada hari kerja
dan jam kerja
e Jawaban sanggah paling lambat 3
(tiga) hari kalender setelah akhir
masa sanggah diakhiri pada hari
kerja dan jam kerja

2) Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian 2 (dua) tahap

Tabel 6.3 Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian 2 (dua) Tahap

Pemilihan dengan Prakualifikasi Barang/Jasa Lainnya

Tahapan Waktu
a. Undangan kepada pesertayang | 1 (satu) hari kalender setelah selesai
lulus prakualifikasi masa sanggah kualifikasi jika tidak
ada sanggah atau 1 (satu) hari kerja
setelah semua sanggah dijawab
b. pengunduhan dokumen sampai dengan batas akhir
pemilihan penyampaian dokumen penawaran
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Tahapan Waktu
c. pemberian penjelasan paling cepat 3 (tiga) hari kalender
sejak tanggal undangan kepada

peserta yang lulus prakualifikasi

d. penyampaian Dokumen
Penawaran administrasi dan
teknis (tahap I)

disesuaikan  dengan  kebutuhan,
paling kurang 3 (tiga) hari kerja
setelah Berita Acara Hasil Pemberian
Penjelasan, diakhiri pada hari kerja
dan jam Kerja.

e. pembukaan Dokumen
Penawaran administrasi dan
teknis

1 (satu) hari kalender setelah masa
penyampaian Dokumen Penawaran
administrasi dan teknis (tahap 1)
berakhir

f. evaluasi dokumen penawaran
administrasi

disesuaikan dengan kebutuhan

g. evaluasi teknis dan negosiasi
teknis bagi yang lulus evaluasi
teknis;

disesuaikan dengan kebutuhan

Penawaran teknis (revisi) dan
harga (tahap 1)

h. pengumuman pesertayang lulus |1 (satu) hari kalender setelah
evaluasi administrasi dan teknis | evaluasi penawaran
(tahap 1)

I. penyampaian Dokumen disesuaikan  dengan  kebutuhan,

diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

j.  pembukaan Dokumen setelah masa penyampaian
Penawaran (tahap II) Dokumen Penawaran tahap |l
berakhir
k. evaluasi Dokumen Penawaran disesuaikan dengan kebutuhan
harga
|.  penetapan dan pengumuman paling lambat 1 (satu) hari kalender
pemenang setelah evaluasi dokumen
penawaran harga
m. masa Sanggah e Selama 5 (lima) hari kalender

setelah pengumuman Pemenang,
diakhiri pada hari kerja dan jam
kerja

e Jawaban sanggah paling lambat 3
(tiga) hari kalender setelah akhir
masa sanggah, diakhiri pada hari
kerja dan jam kerja

n. Laporan Pokja Pemilihan kepada
PPK.

e disesuaikan dengan kebutuhan
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3) Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian 2 (dua) file

Tabel 7.4 Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian 2 (dua) File Pemilihan
dengan Prakualifikasi Barang/Jasa Lainnya

Tahapan

Waktu

a. Undangan kepada peserta yang
lulus prakualifikasi

1 (satu) hari kalender setelah selesai
masa sanggah kualifikasi jika tidak
ada sanggah atau 1 (satu) hari kerja
setelah semua sanggah dijawab

b. pengunduhan dokumen
pemilihan

sampai dengan batas akhir
penyampaian dokumen penawaran

c. pemberian penjelasan

paling cepat 3 (tiga) hari kalender
sejak tanggal undangan kepada
peserta yang lulus prakualifikasi,
dilakukan pada hari kerja dan jam
kerja

d. penyampaian Dokumen
Penawaran

disesuaikan dengan kebutuhan, paling
kurang 3 (tiga) hari kerja setelah
Berita Acara Hasil Pemberian
Penjelasan, diakhiri pada hari kerja
dan jam Kkerja.

e. pembukaan Dokumen
Penawaran administrasi dan
teknis (file I)

Setelah masa penyampaian
Dokumen Penawaran berakhir

f. evaluasi administrasi

disesuaikan dengan kebutuhan

g. evaluasi teknis bagi yang lulus
evaluasi administrasi

disesuaikan dengan kebutuhan

h. pengumuman peserta yang lulus
evaluasi administrasi dan teknis
(file )

paling lambat 1 (satu) hari kalender
setelah evaluasi penawaran, dilakukan
pada hari kerja dan jam kerja

i. pembukaan Dokumen
Penawaran (file Il) bagi yang
lulus evaluasi teknis

paling lambat 1 (satu) hari kalender
setelah pengumuman peserta yang
lulus evaluasi administrasi dan teknis

J. evaluasi harga

disesuaikan dengan kebutuhan

k. penetapan dan pengumuman
pemenang

paling lambat 1 (satu) hari kalender
setelah evaluasi harga

I. masa Sanggah

e Selama 5 (lima) hari kalender
setelah pengumuman Pemenang,
diakhiri pada hari kerja dan jam
kerja

e Jawaban sanggah paling lambat 3
(tiga) hari kalender setelah akhir
masa sanggah diakhiri pada hari
kerja dan jam kerja

m. Laporan Pokja Pemilihan
kepada PPK.

e disesuaikan dengan kebutuhan
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b. Pekerjaan Konstruksi dengan Prakualifikasi

1) Tahapan Kualifikasi

Tabel 8.5 Tahap Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi dengan Prakualifikasi

Tahapan

Waktu

a. Pengumuman prakualifikasi

paling kurang 7 (tujuh) hari kalender

b. Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen kualifikasi

sampai dengan batas  akhir
penyampaian dokumen kualifikasi

c. Pemberian penjelasan (apabila
diperlukan)

paling cepat 3 (tiga) hari kalender
sejak tanggal pengumuman
prakualifikasi, dilaksanakan pada
hari kerja dan jam kerja

d. Penyampaian dokumen
kualifikasi

paling kurang 3 (tiga) hari kalender
setelah berakhirnya penayangan
pengumuman prakualifikasi, diakhiri
pada hari kerja dan jam kerja

Evaluasi kualifikasi

disesuaikan dengan kebutuhan

Pembuktian kualifikasi

disesuaikan dengan kebutuhan

Q|0

Penetapan dan pengumuman
hasil kualifikasi

paling lambat 1 (satu) hari kalender
setelah pembuktian kualifikasi

h. Sanggah kualifikasi

e selama 5 (lima) hari kalender
setelah  pengumuman  hasil
kualifikasi, diakhiri pada hari
kerja dan jam kerja

e jawaban sanggah paling lambat
3 (tiga) hari kalender setelah
akhir masa sanggah, diakhiri
pada hari kerja dan jam kerja

2) Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian 2 (dua) file

Tabel 9.6 Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian 2 (dua) File Pekerjaan
Konstruksi dengan Prakualifikasi

Tahapan

Waktu

a. Undangan kepada peserta yang
lulus prakualifikasi

1 (satu) hari kalender setelah selesai
masa sanggah kualifikasi dalam hal
tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari

kerja setelah semua sanggah
dijawab
b. Pengunduhan dokumen sampai dengan batas akhir

pemilihan

penyampaian Dokumen Penawaran

c. pemberian penjelasan

paling cepat 3 (tiga) hari kalender
sejak tanggal undangan kepada
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Tahapan

Waktu

peserta yang lulus prakualifikasi,
dilakukan pada hari kerja dan jam
kerja

d. penyampaian Dokumen
Penawaran

disesuaikan dengan kebutuhan,
paling kurang 3 (tiga) hari kalender
setelah Berita Acara Hasil
Pemberian Penjelasan, diakhiri pada
hari kerja dan jam kerja

e. pembukaan Dokumen
Penawaran administrasi dan
teknis (file I)

setelah  masa penyampaian
Dokumen Penawaran berakhir

f. evaluasi administrasi

disesuaikan dengan kebutuhan

g. evaluasi teknis bagi yang lulus
evaluasi administrasi

disesuaikan dengan kebutuhan

h. pengumuman peserta yang lulus
evaluasi administrasi dan teknis
(file )

paling lambat 1 (satu) hari kalender
setelah evaluasi penawaran,
dilakukan pada hari kerja dan jam
kerja

i. pembukaan Dokumen
Penawaran (file Il) bagi yang
lulus evaluasi teknis

setelah pengumuman peserta yang
lulus evaluasi administrasi dan
teknis

J. evaluasi harga

disesuaikan dengan kebutuhan

k. penetapan dan pengumuman
pemenang

paling lambat 1 (satu) hari kalender
setelah evaluasi harga

I. masa Sanggah

e selama 5 (lima) hari kalender
setelah pengumuman
Pemenang, diakhiri pada hari
kerja dan jam kerja

e jawaban sanggah paling lambat
3 (tiga) hari kalender setelah
akhir masa sanggah, diakhiri
pada hari kerja dan jam kerja

m. masa Sanggah Banding

e selama5 (lima) hari kalender
setelah jawaban sanggah,
diakhiri pada hari kerja dan jam
kerja

e jawaban Sanggah Banding
paling lambat 14 (empat belas)
hari kalender setelah menerima
klarifikasi Jaminan Sanggah
Banding, diakhiri pada hari kerja
dan jam kerja

n. Laporan Pokja Pemilihan
kepada PPK

disesuaikan dengan kebutuhan
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3) Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian 2 (dua) tahap

Tabel 10.7 Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian 2 (dua) Tahap
Pekerjaan Konstruksi dengan Prakualifikasi

Tahapan

Waktu

a. Undangan kepada peserta yang
lulus prakualifikasi

1 (satu) hari kalender setelah selesai
masa sanggah kualifikasi jika tidak
ada sanggah atau 1 (satu) hari

kalender setelah semua sanggah
dijawab
b. pengunduhan dokumen sampai dengan batas akhir

penyampaian dokumen kualifikasi

c. pemberian penjelasan

paling cepat 3 (tiga) hari kalender
sejak tanggal undangan kepada
peserta yang lulus prakualifikasi

d. penyampaian Dokumen
Penawaran administrasi dan
teknis (tahap 1)

disesuaikan dengan  kebutuhan,
paling kurang 3 (tiga) hari kerja
setelah Berita Acara Hasil Pemberian
Penjelasan, diakhiri pada hari kerja
dan jam kerja.

e. pembukaan Dokumen
Penawaran administrasi dan
teknis

1 (satu) hari kalender setelah masa
penyampaian Dokumen Penawaran
administrasi dan teknis (tahap 1)
berakhir

f. evaluasi dokumen penawaran
administrasi

disesuaikan dengan kebutuhan

g. evaluasi teknis dan negosiasi
teknis bagi yang lulus evaluasi
teknis

disesuaikan dengan kebutuhan

Penawaran teknis (revisi) dan
harga (tahap Il)

h. pengumuman pesertayang lulus |1 (satu) hari kalender setelah
evaluasi administrasi dan teknis | evaluasi penawaran
(tahap 1)

i. penyampaian Dokumen disesuaikan dengan  kebutuhan,

diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

j.  pembukaan Dokumen setelah masa penyampaian
Penawaran (tahap II) Dokumen Penawaran tahap I
berakhir
k. evaluasi Dokumen Penawaran disesuaikan dengan kebutuhan
harga
|. penetapan dan pengumuman Paling lambat 1 (satu) hari kalender
pemenang setelah evaluasi dokumen

penawaran harga

m. masa Sanggah

e Selama 5 (lima) hari kalender
setelah pengumuman Pemenang,
diakhiri pada hari kerja dan jam
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Tahapan

Waktu

e Jawaban sanggah paling lambat 3

kerja

(tiga) hari kalender setelah akhir
masa sanggah

n. masa Sanggah Banding
(untuk Pekerjaan Konstruksi)

e Selama 5 (lima) hari kalender

e jawaban Sanggah Banding paling

setelah jawaban sanggah

lambat 14 (empat belas) hari
kalender setelah menerima
klarifikasi Jaminan Sanggah
Banding

0. Laporan Pokja Pemilihan kepada
PPK.

disesuaikan dengan kebutuhan

c. Pemilihan Barang/Jasa Lainnya dengan Pascakualifikasi

1) Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian Pascakualifikasi 2 (dua)

File

Tabel 11.8 Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian Pascakualifikasi 2
(dua) File Pemilihan Barang/Jasa Lainnya

Tahapan

Waktu

a. Pengumuman Tender

paling kurang 5 (lima) hari kalender

b. Pendaftaran dan pengunduhan

dokumen pengumuman sampai dengan batas
akhir penyampaian dokumen
penawaran

dimulai sejak hari pertama

c. pemberian penjelasan

paling cepat 3 (tiga) hari kalender
sejak tanggal pengumuman Tender
dilakukan pada hari kerja dan jam
kerja

d. penyampaian Dokumen
Penawaran

disesuaikan dengan kebutuhan dan
paling kurang 3 (tiga) hari kalender
setelah Berita Acara Hasil Pemberian
Penjelasan, diakhiri pada hari kerja
dan jam kerja.

e. Pembukaan dokumen
penawaran administrasi, teknis
dan dokumen kualifikasi (file I);

Setelah  masa penyampaian
Dokumen Penawaran berakhir

f. evaluasi administrasi dan
kualifikasi teknis

disesuaikan dengan kebutuhan

g. pengumuman peserta yang lulus
evaluasi administrasi dan teknis
(file )

1 (satu) hari kalender setelah
evaluasi penawaran dilakukan pada
hari kerja dan akhir jam kerja
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Tahapan

Waktu

h. pembukaan Dokumen
Penawaran harga (file Il) bagi
yang lulus evaluasi teknis

1 (satu) hari kalender setelah
pengumuman peserta yang lulus
evaluasi administrasi dan teknis

i. evaluasi harga

disesuaikan dengan kebutuhan

J.  pembuktian kualifikasi kepada
calon Pemenang

disesuaikan dengan kebutuhan

k. penetapan dan pengumuman
pemenang

paling lambat 1 (satu) hari kalender
setelah pembuktian kualifikasi

|. masa Sanggah

e Selama 5 (lima) hari kalender
setelah pengumuman
Pemenang, diakhiri pada hari
kerja dan jam kerja

e Jawaban sanggah paling lambat
3 (tiga) hari kalender setelah
akhir masa sanggah, diakhiri
pada hari kerja dan jam kerja

PPK.

n. Laporan Pokja Pemilihan kepada

e disesuaikan dengan kebutuhan

2) Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian Pascakualifikasi 1 (satu)

File

Tabel 12.9 Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian Pascakualifikasi 1
(satu) File Pemilihan Barang/Jasa Lainnya

Tahapan

Waktu

a. Pengumuman Tender

paling kurang 5 (lima) hari kalender

b. Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen

dimulai sejak hari pertama
pengumuman tender sampai dengan
batas akhir penyampaian dokumen
penawaran

c. pemberian penjelasan

paling cepat 3 (tiga) hari kalender
sejak tanggal pengumuman Tender,
dilakukan pada hari kerja dan jam
kerja

d. penyampaian Dokumen
Penawaran

disesuaikan dengan kebutuhan dan
paling kurang 3 (tiga) hari kalender
setelah Berita Acara Hasil Pemberian
Penjelasan, diakhiri pada hari kerja
dan jam kerja

e. pembukaan Dokumen
Penawaran

Setelah  masa penyampaian
Dokumen Penawaran berakhir

f. evaluasi administrasi, kualifikasi
teknis, dan harga

disesuaikan dengan kebutuhan

g. pembuktian kualifikasi kepada

disesuaikan dengan kebutuhan
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Tahapan

Waktu

calon Pemenang

h. penetapan pemenang dan
pengumuman

paling lambat 1 (satu) hari kalender
setelah pembuktian kualifikasi

i. masa Sanggah

e Selama 5 (lima) hari kalender
setelah pengumuman
Pemenang, diakhiri pada hari
kerja dan jam kerja

e Jawaban sanggah paling lambat
3 (tiga) hari kalendersetelah akhir
masa sanggah, diakhiri pada hari
kerja dan jam kerja

0. Laporan Pokja Pemilihan kepada
PPK.

e disesuaikan dengan kebutuhan

d.Pemilihan Pekerjaan Konstruksi dengan Pascakualifikasi

1) Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian Pascakualifikasi 2 (dua)

File

Tabel 13.10 Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian Pascakualifikasi 2
(dua) File Pemilihan Pekerjaan Kontruksi dengan Pascakualifikasi

Tahapan

Waktu

a. Pengumuman Tender

paling kurang 5 (lima) hari kalender

b. Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen

dimulai sejak hari pertama
pengumuman tender sampai dengan
batas akhir Penyampaian Dokumen
Penawaran

c. pemberian penjelasan

paling cepat 3 (tiga) hari kalender
sejak tanggal pengumuman Tender,
dilakukan pada hari kerja dan jam
kerja

d. penyampaian Dokumen
Penawaran

disesuaikan dengan kebutuhan dan
paling kurang 3 (tiga) hari kalender
setelah Berita Acara Hasil Pemberian
Penjelasan, diakhiri pada hari kerja
dan jam kerja.

e. Pembukaan dokumen penawaran
administrasi, teknis dan dokumen
kualifikasi (file I)

setelah masa penyampaian
Dokumen Penawaran berakhir

f. evaluasi administrasi dan
kualifikasi

disesuaikan dengan kebutuhan

g. pengumuman peserta yang lulus
evaluasi administrasi dan teknis
(file )

1 (satu) hari kalender setelah evaluasi
penawaran, dilakukan pada hari kerja
dan jam kerja
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Tahapan Waktu

h. pembukaan Dokumen 1 (satu) hari kalender setelah
Penawaran harga (file Il) bagi pengumuman peserta yang lulus
yang lulus evaluasi teknis evaluasi administrasi dan teknis

i. evaluasi harga disesuaikan dengan kebutuhan

J.  pembuktian kualifikasi kepada disesuaikan dengan kebutuhan
calon Pemenang

k. penetapan dan pengumuman 1 (satu) hari kalender setelah
pemenang klarifikasi kualifikasi

. masa Sanggah e Selama 5 (lima) hari kalender

setelah pengumuman Pemenang

e jawaban sanggah paling lambat 3
(tiga) hari kalender setelah akhir
masa sanggah

m. masa Sanggah Banding e Selama5 (lima) hari kalender
setelah jawaban sanggah

e jawaban Sanggah Banding paling
lambat 14 (empat belas) hari
kalender setelah menerima
klarifikasi Jaminan Sanggah
Banding

n. Laporan Pokja Pemilihan kepada | disesuaikan dengan kebutuhan
PPK

2) Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian Pascakualifikasi 1 (satu)
File

Tabel 14.10 Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian Pascakualifikasi 2
(satu) File Pemilihan Pekerjaan Kontruksi dengan Pascakualifikasi

Tahapan Waktu
a. Pengumuman Tender paling kurang 5 (lima) hari kalender
b. Pendaftaran dan pengunduhan dimulai sejak hari pertama
dokumen pengumuman tender sampai dengan
batas akhir Penyampaian Dokumen
Penawaran
c. pemberian penjelasan paling cepat 3 (tiga) hari kalender

sejak tanggal pengumuman Tender,
dilakukan pada hari kerja dan jam

kerja
d. penyampaian Dokumen disesuaikan dengan kebutuhan dan
Penawaran paling kurang 3 (tiga) hari kalender

setelah Berita Acara Hasil
Pemberian Penjelasan, diakhiri pada
hari kerja dan jam kerja.

e. pembukaan Dokumen setelah  masa penyampaian
Penawaran Dokumen Penawaran berakhir
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Tahapan Waktu

f. evaluasi administrasi, kualifikasi,
teknis, dan harga

disesuaikan dengan kebutuhan

g. pembuktian kualifikasi kepada
calon Pemenang

disesuaikan dengan kebutuhan

h. penetapan pemenang dan paling lambat 1 (satu) hari kalender
pengumuman setelah pembuktian kualifikasi

i. masa Sanggah e selama 5 (lima) hari kalender
setelah pengumuman
Pemenang, diakhiri pada hari
kerja dan jam kerja

e jawaban sanggah paling lambat
3 (tiga) hari kalender setelah
akhir masa sanggah, diakhiri
pada hari kerja dan jam kerja

J.  masa Sanggah Banding (untuk o
Pekerjaan Konstruksi)

selama 5 (lima) hari kalender
setelah jawaban sanggah,
diakhiri pada hari kerja dan jam
kerja

e jawaban Sanggah Banding
paling lambat 14 (empat belas)
hari kalender setelah menerima
klarifikasi Jaminan Sanggah
Banding, diakhiri pada hari kerja
dan jam kerja

k. Laporan Pokja Pemilihan kepada
PPK

disesuaikan dengan kebutuhan

e. Tender Cepat Barang/Jasa Lainnya

Tabel 15.11 Tender Cepat Barang/Jasa Lainnya

Tahapan Waktu
a. Undangan Tender Cepat -

b. Pendaftaran Tender Cepat -

C. penyampaian Dokumen | paling lama 3 (tiga) hari kalender

Penawaran setelah undangan Tender, diakhiri
pada hari kerja dan jam kerja.

d. pembukaan Dokumen | Setelah masa penyampaian

Penawaran

Dokumen Penawaran berakhir

. pengumuman hasil pembukaan
Dokumen Penawaran

Setelah pembukaan Dokumen
Penawaran

verifikasi  kualifikasi  kepada | disesuaikan dengan kebutuhan
calon Pemenang

. penetapan  pemenang dan | paling lambat 1 (satu) hari kalender
pengumuman setelah verifikasi kualifikasi
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f. Tender Cepat Pekerjaan Konstruksi

Tabel 16.12 Tender Cepat Pekerjaan Konstruksi

Tahapan

Waktu

Undangan Tender Cepat

o®

Pendaftaran Tender Cepat

c. penyampaian Dokumen Penawaran

paling lama 3 (tiga) hari kalender
setelah undangan Tender Cepat,
diakhiri pada hari kerja dan jam

kerja
d. pembukaan Dokumen Penawaran setelah masa penyampaian
Dokumen Penawaran berakhir
e. pengumuman hasil pembukaan setelah  pembukaan Dokumen
Dokumen Penawaran Penawaran

f. verifikasi kualifikasi kepada calon

disesuaikan dengan kebutuhan

Pemenang
g. penetapan pemenang dan paling lambat 1 (satu) hari kalender
pengumuman setelah verifikasi kualifikasi

g. Seleksi Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Badan Usaha

1) Tahapan Kualifikasi

Tabel 17.13 Tahapan Kualifikasi Seleksi Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Badan

Usaha
Tahapan Waktu
a. pengumuman prakualifikasi paling kurang 7 (tujuh) hari kalender
b. pendaftaran dan pengunduhan sampai dengan batas  akhir

Dokumen Kualifikasi

penyampaian dokumen kualifikasi

c. pemberian penjelasan (apabila
diperlukan)

paling cepat 3 (tiga) hari kalender
sejak tanggal pengumuman
prakualifikasi

d. penyampaian Dokumen Kualifikasi

paling kurang 3 (tiga) hari kalender
setelah berakhirnya penayangan
pengumuman prakualifikasi, diakhiri
pada hari kerja dan jam kerja.

e. evaluasi Kualifikasi

disesuaikan dengan kebutuhan

—h

pembuktian kualifikasi

disesuaikan dengan kebutuhan

g. penetapan dan pengumuman hasil
kualifikasi serta daftar pendek

paling lambat 1 (satu) hari kalender
setelah pembuktian kualifikasi

h. masa sanggah kualifikasi

e Selama 5 (lima) hari kalender
setelah  pengumuman  hasil
kualifikasi, diakhiri pada hari
kerja dan jam kerja

e Jawaban sanggah paling lambat
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Tahapan

Waktu

3 (tiga) hari kalender setelah
akhir masa sanggah, diakhiri
pada hari kerja dan jam kerja

2) Tahap Pemilihan dengan Metode Evaluasi Kualitas

Tabel 18.14 Tahap Pemilihan dengan Metode Evaluasi Kualitas

Tahapan

Waktu

. Undangan kepada peserta yang
masuk ke dalam daftar pendek

1 (satu) hari kalender setelah selesai
masa sanggah kualifikasi jika tidak
ada sanggah atau 1 (satu) hari
setelah semua sanggah dijawab

. pengunduhan dokumen pemilihan

sampai dengan  batas  akhir
penyampaian dokumen penawaran

. pemberian penjelasan

paling cepat 3 (tiga) hari kalender
sejak tanggal undangan kepada
peserta yang masuk daftar pendek,
diakhiri pada hari kerja dan jam kerja

. penyampaian Dokumen
Penawaran file | dan file 1l

disesuaikan dengan kebutuhan,
diakhiri pada hari kerja dan jam
kerja.

. pembukaan Dokumen Penawaran
administrasi dan teknis (file I)

Setelah masa penyampaian
Dokumen Penawaran berakhir

evaluasi dokumen penawaran
administrasi dan teknis

disesuaikan dengan kebutuhan

. pengumuman peringkat teknis

setelah evaluasi penawaran dan

teknis
. masa Sanggah e Selama 5 (lima) hari kalender
setelah pengumuman

Pemenang, diakhiri pada hari
kerja dan jam kerja

e Jawaban sanggah paling lambat
3 (tiga) hari kalender setelah
akhir masa sanggah, diakhiri
pada hari kerja dan jam kerja

pembukaan Dokumen Penawaran
biaya (file Il) berupa dokumen
penawaran biaya bagi yang lulus
evaluasi teknis

setelah masa sanggah berakhir atau
sanggah dinyatakan salah/ditolak

evaluasi dan negosiasi teknis dan
biaya

disesuaikan dengan kebutuhan

. penetapan dan pengumuman
pemenang

setelah evaluasi dan

teknis dan biaya

negosiasi

Laporan Pokja Pemilihan kepada
PPK.

disesuaikan dengan kebutuhan
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3) Tahap Pemilihan dengan Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya, Pagu
Anggaran dan Biaya Terendah

Tabel 19.15 Tahap Pemilihan dengan Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya,
Pagu Anggaran dan Biaya Terendah

Tahapan Waktu
a. Undangan kepada peserta yang 1 (satu) hari kalender setelah selesai
masuk daftar pendek masa sanggah kualifikasi jika tidak

ada sanggah atau 1 (satu) hari
setelah semua sanggah dinyatakan
salah/ditolak

b. pengunduhan dokumen pemilihan | sampai dengan  batas  akhir
penyampaian dokumen penawaran
c. pemberian penjelasan paling cepat 3 (tiga) hari kalender
sejak tanggal undangan kepada
peserta yang masuk daftar pendek

d. penyampaian Dokumen disesuaikan dengan kebutuhan,
Penawaran diakhiri pada hari kerja dan jam
kerja.
e. pembukaan Dokumen Setelah masa penyampaian
Penawaran administrasi dan Dokumen Penawaran berakhir
teknis (file )

f. evaluasi administrasi dan teknis disesuaikan dengan kebutuhan

g. pengumuman hasil evaluasi setelah evaluasi penawaran teknis
administrasi dan teknis
h. pembukaan Dokumen Penawaran | setelah pengumuman hasil evaluasi

(file ) bagi yang lulus evaluasi administrasi dan teknis
teknis
i. evaluasi biaya disesuaikan dengan kebutuhan
j.  penetapan dan pengumuman setelah evaluasi biaya
pemenang
k. masa Sanggah e Selama 5 (lima) hari kalender
setelah pengumuman

Pemenang, diakhiri pada hari
kerja dan jam kerja

e Jawaban sanggah paling lambat
3 (tiga) hari kalender setelah
akhir masa sanggah, diakhiri
pada hari kerja dan jam kerja

I.  Negosiasi teknis dan biaya setelah masa sanggah berakhir atau

sanggah dinyatakan salah/ditolak

m. Laporan Pokja Pemilihan kepada | disesuaikan dengan kebutuhan
PPK
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h. Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi Badan Usaha

1) Tahapan Kualifikasi

Tabel 20.16 Tahapan Kualifikasi Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi Badan

Usaha
Tahapan Waktu
a. pengumuman prakualifikasi paling singkat 7 (tujuh) hari kalender
b. pendaftaran dan pengunduhan |sampai dengan batas  akhir

Dokumen Kualifikasi

penyampaian dokumen kualifikasi

c. pemberian penjelasan, apabila
diperlukan

paling singkat 3 (tiga) hari kalender
sejak tanggal pengumuman
prakualifikasi, dilakukan pada hari
kerja dan jam kerja

d. penyampaian Dokumen
Kualifikasi

paling singkat 3 (tiga) hari kalender
setelah berakhirnya penayangan
pengumuman prakualifikasi, diakhiri
pada hari kerja dan akhir jam kerja.

hasil kualifikasi serta daftar
pendek

e. evaluasi Kualifikasi disesuaikan  dengan  kebutuhan
Pokja Pemilihan

f. pembuktian kualifikasi disesuaikan  dengan  kebutuhan
Pokja Pemilihan

g. penetapan dan pengumuman disesuaikan  dengan  kebutuhan

Pokja Pemilihan

h. masa sanggah kualifikasi

e selama 5 (lima) hari kalender
setelah pengumuman hasil
kualifikasi, diakhiri pada hari
kerja dan jam kerja

e jawaban sanggah paling lambat
3 (tiga) hari kalender setelah
akhir masa sanggah, diakhiri
pada hari kerja dan jam kerja
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2) Tahap Pemilihan dengan Metode Evaluasi Kualitas

Tabel 21.17 Tahap Pemilihan dengan Metode Evaluasi Kualitas Seleksi Jasa
Konsultansi Konstruksi Badan Usaha

Tahapan

Waktu

a. Undangan kepada peserta yang
masuk ke dalam daftar pendek

1 (satu) hari kerja setelah selesai
masa sanggah kualifikasi dalam hal
tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari
setelah semua sanggah dijawab

b. Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen

sampai dengan batas  akhir
Penyampaian Dokumen Penawaran

c. pemberian penjelasan

dilaksanakan paling singkat 3 (tiga)

hari  kalender sejak tanggal
undangan kepada peserta yang
masuk dalam daftar pendek,
dilakukan pada hari kerja dan jam
kerja
d. penyampaian Dokumen disesuaikan dengan kebutuhan,
Penawaran file | dan file Il diakhiri pada hari kerja dan akhir
jam Kkerja.
e. pembukaan Dokumen setelah  masa penyampaian

Penawaran file | berupa
dokumen penawaran administrasi
dan teknis

Dokumen Penawaran berakhir

f. evaluasi dokumen penawaran
administrasi dan teknis

disesuaikan dengan kebutuhan

g. pengumuman peringkat teknis

setelah evaluasi
teknis

penawaran dan

h. masa Sanggah

e selama 5 (lima) hari kalender
setelah pengumuman hasil
kualifikasi, diakhiri pada hari kerja
dan jam kerja

e jawaban sanggah paling lambat 3
(tiga) hari kalender setelah akhir
masa sanggah, diakhiri pada hari
kerja dan jam kerja

I. pembukaan Dokumen
Penawaran file Il berupa
dokumen penawaran biaya bagi
yang lulus evaluasi teknis

setelah masa sanggah berakhir atau
sanggah dinyatakan salah/ditolak

j. evaluasi dan negosiasi teknis dan
biaya

disesuaikan dengan kebutuhan

k. penetapan dan pengumuman
pemenang

setelah evaluasi dan

teknis dan biaya

negosiasi

|. Laporan Pokja Pemilihan kepada
PPK

disesuaikan dengan kebutuhan
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3) Tahap Pemilihan dengan Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya, Pagu

Anggaran dan Biaya Terendah

Tabel 22.18 Tahap Pemilihan dengan Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya
Pagu Anggaran dan Biaya Terendah

Tahapan

Waktu

a. Undangan kepada peserta yang
masuk daftar pendek

1 (satu) hari kerja setelah selesai
masa sanggah kualifikasi, jika tidak
ada sanggah atau 1 (satu) hari kerja
setelah semua sanggah dinyatakan
salah/ ditolak

b. Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen

Sampai dengan batas akhir
Penyampaian Dokumen Penawaran

c. pemberian penjelasan

paling cepat 3 (tiga) hari kalender
sejak tanggal undangan kepada
peserta yang masuk daftar pendek,
dilakukan pada hari kerja dan jam

kerja
d. penyampaian Dokumen | disesuaikan dengan kebutuhan,
Penawaran diakhiri pada hari kerja dan jam
kerja.
e. pembukaan Dokumen | Setelah masa penyampaian
Penawaran administrasi file | | Dokumen Penawaran berakhir
berupa dokumen penawaran

administrasi dan teknis

f. evaluasi administrasi dan teknis

disesuaikan dengan kebutuhan

g. pengumuman hasil evaluasi | setelah evaluasi penawaran teknis
administrasi dan teknis

h. pembukaan Dokumen | setelah pengumuman hasil evaluasi
Penawaran (file 1) bagi yang | administrasi dan teknis
lulus evaluasi teknis

i. evaluasi biaya disesuaikan dengan kebutuhan

j. penetapan dan pengumuman | setelah evaluasi biaya

pemenang

k. masa Sanggah

e selama 5 (lima) hari kalender
setelah  pengumuman hasil
kualifikasi, diakhiri pada hari
kerja dan jam kerja

e jawaban sanggah paling lambat
3 (tiga) hari kalender setelah
akhir masa sanggah, diakhiri
pada hari kerja dan jam kerja

I.  Negosiasi teknis dan biaya

setelah masa sanggah berakhir atau
sanggah dinyatakan salah/ditolak

m. Laporan Pokja Pemilihan kepada
PPK

disesuaikan dengan kebutuhan
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Seleksi Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Perorangan

Tabel 23.19 Seleksi Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Perorangan

dokumen

Tahapan Waktu
. Pengumuman seleksi Paling kurang 5 (lima) hari kalender
. Pendaftaran dan pengunduhan | sampai dengan batas akhir

penyampaian dokumen kualifikasi

. pemberian penjelasan

paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak
tanggal undangan Seleksi, diakhiri pada
hari kerja dan jam kerja

. penyampaian Dokumen

Penawaran

disesuaikan dengan kebutuhan, diakhiri
pada hari kerja dan jam kerja.

. pembukaan Dokumen

Penawaran administrasi dan
teknis (file I) dan kualifikasi

Setelah masa penyampaian Dokumen
Penawaran berakhir

evaluasi administrasi dan
teknis

disesuaikan dengan kebutuhan

. pembuktian kualifikasi

disesuaikan dengan kebutuhan

. pengumuman hasil evaluasi

administrasi dan teknis

setelah pembuktian kualifikasi

masa Sanggah

e Selama 5 (lima) hari kalender setelah
pengumuman Pemenang, diakhiri
pada hari kerja dan jam kerja

e Jawaban sanggah paling lambat 3
(tiga) hari kerja setelah akhir masa
sanggah

pembukaan Dokumen
Penawaran (file 1) bagi yang
lulus evaluasi teknis

setelah masa sanggah berakhir atau
sanggah dinyatakan salah/ditolak

. evaluasi dan negosiasi teknis

dan biaya

disesuaikan dengan kebutuhan

penetapan dan pengumuman
pemenang

1 (satu) hari kalender setelah evaluasi
teknis dan biaya, diakhiri pada hari kerja
dan jam kerja

| kepada PPK

Laporan Pokja Pemilihan

disesuaikan dengan kebutuhan
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J.

Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi Perorangan

Tabel 24.20 Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi Perorangan

Tahapan Waktu
a. Pengumuman seleksi paling kurang 5 (lima) hari kalender
b. Pendaftaran dan sampai dengan batas akhir

pengunduhan dokumen

Penyampaian Dokumen Penawaran

pemberian penjelasan

paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak
tanggal undangan Seleksi, dilakukan
pada hari kerja dan jam kerja

. penyampaian Dokumen

Penawaran

disesuaikan dengan kebutuhan, diakhiri
pada hari kerja dan jam kerja.

pembukaan Dokumen
Penawaran administrasi dan
teknis (file I) dan kualifikasi

setelah masa penyampaian Dokumen
Penawaran berakhir

f. Evaluasi administrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan
teknis
g. Pembuktian Kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan
h. pengumuman hasil evaluasi setelah pembuktian kualifikasi
administrasi dan teknis
I. masa Sanggah e selama 5 (lima) hari kalender setelah
pengumuman hasil kualifikasi,
diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
e jawaban sanggah paling lambat 3
(tiga) hari kalender setelah akhir
masa sanggah, diakhiri pada hari
kerja dan jam kerja
j.  pembukaan Dokumen setelah masa sanggah berakhir atau
Penawaran (file Il) bagi yang | sanggah dinyatakan salah/ditolak
lulus evaluasi teknis
k. evaluasi dan negosiasi teknis | disesuaikan dengan kebutuhan
dan biaya
|.  penetapan dan pengumuman | 1 (satu) hari kalender setelah evaluasi
pemenang Pengadaan Jasa teknis dan biaya, diakhiri pada hari kerja
Konsultansi Konstruksi dan jam kerja
m. Laporan Pokja Pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan

kepada PPK
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1) Tahap Prakualifikasi

k. Pekerjaan Terintegrasi Rancang Bangun

Tabel 25.21 Tahap Prakualifikasi Pekerjaan Terintegrasi Rancang Bangun

Tahapan

Waktu

. Pengumuman
prakualifikasi

paling kurang 7 (tujuh) hari kalender

. Pendaftaran dan

pengunduhan dokumen
kualifikasi

sampai dengan batas akhir penyampaian
dokumen kualifikasi

. Pemberian penjelasan
(apabila diperlukan)

paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak
tanggal pengumuman prakualifikasi,
dilaksanakan pada hari kerja dan jam kerja.

. Penyampaian dokumen
kualifikasi

sampai dengan paling kurang 3 (tiga) hari
kalender setelah berakhirnya penayangan
pengumuman prakualifikasi. Diakhiri pada
hari kerja dan jam kerja.

. Evaluasi kualifikasi

disesuaikan dengan kebutuhan

Pembuktian kualifikasi

disesuaikan dengan kebutuhan

. Penetapan dan
pengumuman hasil
kualifikasi

setelah pembuktian kualifikasi

. Sanggah kualifikasi

e Selama 5 (lima) hari kalender setelah
pengumuman hasil kualifikasi, diakhiri
pada hari kerja dan jam kerja

» Jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga)
hari kalender setelah akhir masa
sanggah, diakhiri pada hari kerja dan
jam kerja.

2) Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian 2 (dua) file

Tabel 26.22 Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian 2 (dia) File
Pekerjaan Terintegrasi Rancang Bangun

Tahapan

Waktu

. Undangan kepada peserta

yang lulus prakualifikasi

1 (satu) hari kalender setelah selesai masa
sanggah kualifikasi jika tidak ada sanggah
atau 1 (satu) hari kerja setelah semua
sanggah dijawab

. Pengunduhan dokumen
pemilihan

Sampai dengan batas akhir Penyampaian
Dokumen Penawaran
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Tahapan

Waktu

. pemberian penjelasan dan
peninjauan lapangan

dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari
kalender sejak tanggal undangan kepada
peserta yang lulus prakualifikasi dan
dilakukan pada hari kerja dan jam kerja

. penyampaian Dokumen
Penawaran file | dan file Il

disesuaikan dengan kebutuhan dan paling
kurang 3 (tiga) hari kalender setelah Berita
Acara Hasil Pemberian Penjelasan, diakhiri
pada hari kerja dan jam kerja

. pembukaan Dokumen
Penawaran file |
(Dokumen Penawaran
Administrasi dan Teknis)

Setelah masa penyampaian Dokumen

Penawaran berakhir

evaluasi penawaran
administrasi, presentasi/
klarifikasi proposal teknis,
dan evaluasi teknis

disesuaikan dengan kebutuhan

. pengumuman hasil
evaluasi administrasi dan
teknis

1 (satu) hari kalender setelah evaluasi,
dilakukan pada hari kerja dan jam kerja

. pembukaan Dokumen
Penawaran file Il
(Dokumen Penawaran
Harga)

setelah pengumuman peserta yang lulus
evaluasi administrasi dan teknis

evaluasi harga

disesuaikan dengan kebutuhan

penetapan dan
pengumuman pemenang

paling lambat 1 hari kalender setelah

evaluasi harga

. masa Sanggah

* Selama 5 (lima) hari kalender setelah
pengumuman pemenang, diakhiri pada
hari kerja dan jam kerja

* Jawaban sanggah paling lambat 5 (lima)
hari kalender setelah akhir masa
sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam
kerja

masa Sanggah Banding

Selama 5 (lima) hari kalender setelah
jawaban sanggah dan jawaban Sanggah
Banding paling lambat 14 (empat belas) hari
kalender setelah ~menerima klarifikasi
Jaminan Sanggah Banding, diakhiri pada
hari kerja dan jam kerja

. Laporan Pokja Pemilihan
kepada PPK

disesuaikan dengan kebutuhan
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3) Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian 2 (dua) tahap

Tabel 27.23 Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian 2 (dia) Tahap
Pekerjaan Terintegrasi Rancang Bangun

Tahapan

Waktu

. Undangan kepada
peserta yang lulus
prakualifikasi

1 (satu) hari kalender setelah selesai masa
sanggah kualifikasi jika tidak ada sanggah
atau 1 (satu) hari kalender setelah semua
sanggah dijawab

. pengunduhan dokumen
pemilihan

sampai dengan batas akhir penyampaian
Dokumen Penawaran

. pemberian penjelasan

paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak
tanggal undangan kepada peserta yang
lulus prakualifikasi

. penyampaian Dokumen
Penawaran administrasi
dan teknis (tahap 1)

disesuaikan dengan kebutuhan, paling
kurang 3 (tiga) hari kalender setelah Berita
Acara Hasil Pemberian Penjelasan, diakhiri
pada hari kerja dan jam kerja

. pembukaan Dokumen
Penawaran administrasi
dan teknis

1 (satu) hari kalender setelah masa
penyampaian Dokumen Penawaran
administrasi dan teknis (tahap 1) berakhir

evaluasi dokumen
penawaran administrasi

disesuaikan dengan kebutuhan

. evaluasi teknis dan

negosiasi teknis bagi
yang lulus evaluasi teknis;

disesuaikan dengan kebutuhan

. pengumuman peserta
yang lulus evaluasi
administrasi dan teknis
(tahap 1)

1 (satu) hari kalender setelah evaluasi

penawaran

penyampaian Dokumen disesuaikan dengan kebutuhan, diakhiri
Penawaran teknis (revisi) | pada hari kerja dan jam kerja.

dan harga (tahap Il)

pembukaan Dokumen setelah masa penyampaian Dokumen

Penawaran (tahap Il)

Penawaran tahap Il berakhir

. evaluasi Dokumen

Penawaran harga

disesuaikan dengan kebutuhan

penetapan dan
pengumuman pemenang

paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah
evaluasi Dokumen Penawaran harga

m. masa Sanggah

e Selama 5 (lima) hari kalender setelah
pengumuman Pemenang, diakhiri pada
hari kerja dan jam kerja

* Jawaban sanggah paling lambat 5 (lima)
hari kalender setelah akhir masa
sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam
kerja
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Tahapan Waktu

n. n. masa sanggah banding | Selama 5 (lima) hari kalender setelah
jawaban sanggah dan jawaban Sanggah
Banding paling lambat 14 (empat belas) hari
kalender setelah menerima Jaminan
Sanggah Banding
0. Laporan Pokja Pemilihan | disesuaikan dengan kebutuhan

kepada PPK.

7. Penyusunan Dokumen Pemilihan yang meliputi Dokumen Kualifikasi
dan Dokumen Tender

Pokja Pemilihan menyusun Dokumen Pemilihan berdasarkan dokumen
persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK dan telah direviu oleh Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang
harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia. Dokumen Pemilihan
terdiri atas:

a. Dokumen Kualifikasi; dan

b. Dokumen Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung.

a. Dokumen Kualifikasi

Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Kualifikasi
yang memuat informasi dan ketentuan tentang persyaratan kualifikasi
Penyedia, digunakan sebagai pedoman oleh Pokja Pemilihan/Pejabat
Pengadaan dan Peserta untuk memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

Isi Dokumen Kualifikasi meliputi:

1) Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;

2) Formulir isian kualifikasi;

3) Instruksi kepada peserta, termasuk tata cara penyampaian Dokumen
4) Kualifikasi;

5) Lembar data kualifikasi;

6) Pakta integritas; dan/atau

7) Tata cara evaluasi kualifikasi.
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Untuk pemilihan Penyedia dengan prakualifikasi, Dokumen Kualifikasi
disampaikan sebelum penyampaian penawaran.
Untuk pemilihan Penyedia dengan pascakualifikasi, Dokumen Kualifikasi

disampaikan bersamaan dengan penyampaian penawaran.

b. Dokumen Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan
Langsung
Dokumen tender/seleksi/penunjukan langsung (paket >Rp. 200 juta)
merupakan dokumen yang dibuat oleh pokja pemilihan yang memuat informasi
persyaratan penawaran penyedia antara lain berisi metode penyampaian
penawaran, metode evaluasi, syarat administrasi, teknis dan harga/biaya,
preferensi harga, penyesuaian harga, spesifikasi teknis/kak, hps dan rancangan
kontrak. Sedangkan dokumen pengadaan langsung /penunjukan langsung
yang bentuk perikatan Surat Perintah Kerja, disusun oleh Pejabat Pengadaan.
1) Dokumen Tender/Penunjukan Langsung untuk Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya
Pokja Pemilihan menyusun Dokumen Tender/Penunjukan
Langsung yang memuat paling sedikit meliputi:
a) Undangan/pengumuman;
b) Instruksi Kepada Peserta;
c) Rancangan Kontrak terdiri dari:
d) Pokok-pokok perjanjian;
e) Syarat umum Kontrak;
f) Syarat khusus Kontrak; dan
g) Dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
h) Daftar Kuantitas dan Harga;
i) Spesifikasi teknis/KAK dan/atau gambar, brosur;
j) Bentuk surat penawaran;
k) Bentuk Jaminan Pengadaan; dan/atau h. contoh-contoh formulir
yang perlu diisi.
2) Dokumen Seleksi/Penunjukan Langsung untuk Jasa Konsultansi
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Pokja Pemilihan menyusun Dokumen Seleksi/Penunjukan
Langsung yang memuat paling sedikit meliputi:
a) Undangan/pengumuman;
b) Instruksi Kepada Peserta;
c) Rancangan Kontrak terdiri dari:
(1) pokok-pokok perjanjian;
(2) syarat umum Kontrak;
(3) syarat khusus Kontrak; dan
(4) dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak.
d) Daftar Kuantitas dan Harga;
e) KAK;
f) bentuk surat penawaran;
g) bentuk Jaminan Pengadaan; dan/atau h. contoh-contoh formulir
yang perlu diisi.
3) Dokumen Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung
menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
Pejabat Pengadaan Menyusun Dokumen Penunjukan
Langsung/Pengadaan Langsung paling sedikit meliputi:
a) Undangan; (apabila diperlukan)
b) Instruksi Kepada Peserta;
c) Rancangan Surat Perintah Kerja terdiri dari:
(1) Pokok-pokok perjanjian;
(2) syarat umum Kontrak;
(3) syarat khusus Kontrak; dan
(4) dokumen lain yang merupakan bagian dari Surat Perintah
Kerja;
d) Daftar Kuantitas dan Harga;
e) Spesifikasi teknis/KAK dan/atau gambar, brosur;
f) Bentuk surat penawaran; dan/atau

g) Contoh-contoh formulir yang perlu diisi.
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B. Latihan

Untuk lebih memahami materi persiapan pemilihan oleh UKPBJ dan
Pokja/Pejabat Pengadaan, tugas Anda adalah menyebutkan apa saja yang
harus dilakukan oleh Pokja/Pejabat Pengadaan dalam persiapan pemilihan?

C. Rangkuman
Dalam persiapan pemilihan penyedia maka aliran tugas pekerjaan
seorang Pajabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan adalah sebagai berikut:

- -
|
J
- >- -

akhir dari proses persiapan pemilihan ini adalah tersusunnya dokumen
pemilihan.
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D. Evaluasi Materi Pokok 3
Pilinlah salah satu jawaban yang benar!

1. Dalam pelaksanaan pemilihan penyedia Barang, yang diharapkan tidak
hanya harganya kompetitif tetapi juga memperhatikan kualitasnya, maka
sebaiknya Pokja menggunakan metode evaluasi penawaran....

A. Sistem Nilai

B. Harga Terendah
C. Biaya Terendah
D. Kualitas dan Biaya

2. Peserta pemilihan yang tidak puas atas keputusan hasil pemilihan dapat
mengajukan sanggah. berapa lama waktu peserta pemilihan untuk
menyampaikan sanggahannya?

A. 5 hari kalendar
B. 5 hari kerja
C. 8 hari calendar
D. 8 hari kerja

3. Dalam hal pelaksanaan seleksi konsultan badan usaha, maka Pokja akan
menggunakan pendekatan kualifikasi dan evaluasi kualifikasi dengan
metode?

A. Prakualifikasi pembobotan ambang batas

B. Pascakualifikasi pembobotan ambang batas
C. Prakualifikasi sistem gugur

D. Pascakualifikasi sistem gugur

4. Berikut adalah metode evaluasi penawaran dalam proses pemilihan
penyedia, di antara metode berikut manakah yang hanya digunakan untuk
pemilihan penyedia barang?

A. Sistem Nilai

B. Biaya Selama Umur Ekonomis
C. Harga Terendah

D. Biaya Terendah
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5. Dokumen Pemilihan terdiri dari?

A.

Dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran

B. Dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran
C.
D

. Dokumen kualifikasi dan dokumen tender/seleksi

Dokumen penawaran dan dokumen persiapan

E. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban evaluasi materi pokok 3
yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar,

kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan

Anda terhadap materi pokok 3.

Rumus:

Y Jumlah yang benar

Tingkat Penguasaan = X 100%

X Jumlah yang salah

Arti tingkat penguasaan yang anda capai:

100% = baik sekali
80% = baik
0-60% = kurang

Apabila tingkat penguasaan anda mencapai 80% ke atas, bagus ! Berarti Anda

telah memahami materi pokok. Tetapi bila tingkat penguasaan anda masih di

bawah 80%, anda harus mengulangi lagi materi pokok 3 terutama bagian yang

belum anda kuasai.
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BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai salah
satu peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Lapangan Kerja, memberikan ruang bagi Pelaku Pengadaan untuk dapat
melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan
kaidah norma yang baru dan adaptif dengan kondisi terkini. Dalam pelaksanaan
teknisnya terdapat Peraturan LKPP Nomor...tahun 2021 tentang Pedoman
Swakelola dan Peraturan LKPP Nomor...tahun 2021 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Pelaku Pengadaan dari pihak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan
dan Penyelenggara Swakelola dapat menggunakan materi ini sebagai
penunjang kerja dan kinerja dalam pengadaan barang/jasa baik melalui
swakelola atau pemilihan penyedia, sehingga dapat mewujudkan tujuan
pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan Persiapan Swakelola, yang perlu perhatikan oleh
PA/KPA dan Pejabat Pembuat Komitmen adalah:

1. Memperhatikan tipe swakelola yang dipilih;
2. Rangkaian kegiatan persiapan swakelola memiliki beberapa perbedaan
terutama swakelola tipe | jika dibandingkan dengan persiapan swakelola

tipe Il, tipe Il dan tipe IV,

Dalam pelaksanaan Persiapan Pengadaan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen, yang perlu perhatikan adalah:
1. Memastikan kembali spesifikasi teknis/KAK sebelum ditetapkan;

2. Memastikan kembali Harga Perkiraan Sendiri sebelum ditetapkan;
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3. Memastikan kembali rancangan kontrak, termasuk rancangan isi yang
berkenaan dengan uang muka dan jaminan-jaminan dalam pelaksanaan

pengadaan barang/jasa.

Dalam pelaksanaan Persiapan Pemilihan Penyedia oleh Pejabat
Pengadaan dan Pokja Pemilihan, yang perlu perhatikan adalah:
1. Pelaksanaan reviu dokumen Persiapan Pengadaan yang terlah
disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
2. Membuat dokumen pemilihan dengan memperhatikan:
Penetapan metode pemilihan
Penetapan metode kualifikasi
Penetapan metode evaluasi kualifikasi

Penetapan metode penyampaikan dokumen penawaran

® 2 6 T 9o

Penetapan metode evaluasi penawaran
f. Jadwal pelaksanaan

3. Dokumen dan administrasi penunjang dalam proses pemilihan penyedia.

B. Implikasi
Setelah mempelajari modul ini, para peserta pelatihan diharapkan dapat
memahami dan menambah pengetahuan tentang persiapan pengadaan

barang/jasa baik melalui swakelola atau melalui pemilihan penyedia.

C. Tindak Lanjut

Untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan lebih memahami tantang
Persiapan Pengadaan, maka setelah mempelajari modul ini peserta pelatihan
diharapkan dapat memperdalam pemahaman materi dengan membaca

referensi yang ada dalam daftar pustaka.
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KUNCI JAWABAN

A. Jawaban Materi Pokok 1: Persiapan Swakelola

1.

a ~ wDN

A

O W > W

B. Jawaban Materi Pokok 2: Persiapan PBJP melalui Penyedia oleh PPK

1.

C. Jawaban Materi

a kw0

A

O W > W

Pokok 3: Persiapan Pengadaan oleh Pejabat

Pengadaan/Pokja Pemilihan

1.
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DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Dan
Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan
Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa
Pemerintah

Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan LKPP Nomor 12.Tahun 2021 tentang Pengadaan Barnag/Jasa
Pemerintah melalui Penyedia
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Bobot
Manfaat
Perusahaan
(BMP)

Dokumen
kualifikasi

Dokumen
Pemilihan

Dokumen
tender/seleksi

Harga
Perkiraan
Sendiri (HPS)

Kontrak

Kualifikasi

Produk Ramah

Lingkungan

Produk SNI

Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
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: Dokumen yang

: Merupakan evaluasi kompetensi,

GLOSARIUM

: nilai  penghargaan  kepada  perusahaan yang

berinvestasi di Indonesia karena memberdayakan
usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil

melalui kemitraan, memelihara kesehatan,
keselamatan kerja dan lingkungan,
memberdayakan lingkungan serta = memberikan

fasilitas pelayanan purna jual

: Dokumen yang dibuat oleh pokja pemiihan yang

memuat informasi persyaratan kualifikasi
penyedia antara lain persyaratan

kompetensi, kemampuan usaha dan persyaratan
lainnya sesuai

dengan peraturan dan perundang undangan yang

berlaku

ditetapkan oleh Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang
memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati
oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia

: Dokumen yang dibuat oleh pokja pemilihan yang

memuat informasi persyaratan penawaran penyedia
antara lain berisi metode penyampaian penawaran,
metode evaluasi, syarat administrasi, teknis dan
harga/biaya, preferensi harga dan penyesuaian harga

. perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK

yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung,
keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.

: Perjanjian  tertulis antara PA/KPA/PPK  dan

Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

kemampuan
usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai
Penyedia

: barang/jasa yang telah mendapatkan sertifikasi ramah

lingkungan dari Kementerian yang membidangi
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Produk Ramah
Lingkungan dituangkan pada laman
https://sibarjasramling.com

: produk yang sudah lulus pengujian mutu produk

menggunakan parameter dalam SNI oleh laboratorium
yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN)
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Sertifikat : Surat  jaminan  diberikan  terhadap  kelaikan

Garansi penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu
sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan
diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk
secara sah oleh produsen

Spesifikasi . karakteristik total dari barang/jasa, yang dapat
Teknis memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna
barang/jasa yang dinyatakan secara tertulis

Surat jaminan : Surat yang menyediakan perlindungan bagi instansi
pemerintah bahwa penyedia akan memenuhi
kewajibannya sesuai dengan ketentuan kontrak

Tingkat . nilai isian dalam persentase dari komponen produksi
Komponen dalam negeri termasuk biaya pengangkutannya
Dalam Negeri  yang ditawarkan dalam item

(TKDN) penawaran harga barang/jasa. Produk yang telah

mendapatkan sertifikasi TKDN dari Kementerian yang
membidangi urusan Perindustrian dapat diakses
melalui laman www.tkdn.kemenperind.go.id
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